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PERATURA‘N WALIKOTA TERNATE
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANsi PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKQTA TERNATE,

a. bahwa berdasarkan lgetentuan Pasal 4 ayat {5) Peraturan Menteri
Dalam Negerni Norn‘oh64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan bahwa

nimbang :

“kepala daerah m'cnetapkan peraturan kepala daerah tentang
kebijakan aluntansi- ‘pemerintah daerah dengan berpedoman pada

standar akuntansi pc;rnerintaha_n;

b. bahwa untuk tertiib'I administrasi pengelolaan keuangan daerah
dalam penerapan stafldar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
- sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transist;

c. bahwa berdasarkan pertunbangan sebagaimana d1rraksud dalam
huruf a dan hurnuf|b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Kebijakan Akirntansi Pemerintah Kota Ternate,

ngingat : 1. Undang-Undang Nombr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yvang Bersih d:em Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 -Nomor 47,
Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomjor 1 Tahun 2004 tentang Perbendsharaan |
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor |
S, Tarabahan Lem‘rl)arl'em Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang I\}omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran| Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

scbagaumana telahl diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12‘Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 32 1 ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang—Un’ ang (Lernbaran Negara Republik Indonesia
.= ' Tahun 2008 Nomior | 59, Tambahan Lembaran Negara Republik o

' Indonesia Nomor 4184
. Undang-Undang Nomor 33 Tahlun 2004 tentang Perimbangan




netapkan

! t

l

7. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan‘
. Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubhk{
| Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara;

" Republik Indonesia Nomor 4502); }

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
» Daerah (Lembaran| Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Le baran Negara Republik Indonesia Nomor
| 4574); | -

9., Peraturan Pemerm h Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tarnba an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575); ‘

10.Peraturan Pemerintah Nomor §7 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara| Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 0§88 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Da erah\(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kmera Instansi Pernerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesxa Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoriesia Nomor 4614);

1Z.Peraturan pemerint No 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomorl S51B35);

14 .Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah -

beberapa kali dxubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan;

15.Peraturan Menteri| Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang
-diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahuh 2011
tentang Pedoman \Per%bcnan Bantuan Sosial dan Hibah yang
bersumber dan Angga ran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

17 .Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIK&)TA TENTANG  KEBIJAKAN AKUNTANSI .

PEMERINTAH KOTA TERNATE.

‘.
. BAB]
KETENTUAN UMUM

| Pasal 1

plam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Ternate.
. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.
* Pemerintahan Daerah adalah [Pemerintahan Kota Ternaté yang diseleng-
. garakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Ternate.




|

Walikota adalah Walikota Ternate.
Keuangan Dacrah adalah semua
penyelengga‘uaan pefnenntahaxll C
termasuk d1 dalamnya segala benti
dan kewa_]lban Daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah af

perencanaan, pelaksanaan, penat:

dan pengawaSan keuangan Daeral.

Akuntansi | adalah proses pen
p\,nglkhtlsaran transaksi dan| kg
hasilnya, %Prta penyajian laporan.
Kerangka Konseptual Akuntarlsi |
mendasari penyusunan dan pe'nge
bagi Komite Standar Akuntansi|Pérx
bagi Komite Standar Akuntansi P
dan pemeriksa dalam mencari |per
diatur secara jelas dalam Pemyatac
Standar Akuntansi Pemermta.han
prinsip akuntansi yang dlte"apkar
keuangan pemerintah. ‘
. Kebijakan akuntansi adalah pnns
aturan- aturan dan praktik- praktl
pelaporan dalam penyusunan dan’
. Sistem Akuntansi Pemerintahan {
maupun yang terkomputerisasi
pengikhtisaran dan pelaporan
pemerintah.
. Bendahara Umum Daeran

b9

adze

posisi

hal: dan kewajiban Daerah dalam rangka
laerah yang dapat dinilai dengan uang
1k kekayaan yang berhubungan dengan hak

Yalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
ausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban,

catatan,: pengukuran, pengklasifikasian,
jadian keuangan, penginterpretasian atas

Pemerintahan adalah prinsip- pr1n31p yang
mbangan Standar Akuntansi Pemerintahan
merintahan dan merupakan rujukan penting
emerintahan, penyusun laporan keuangan,
necahan atas sesuatu masalah yang belum
an Standar Akuntansi Pemerintahan.

selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-
} dzlam menyusun dan menyajikan laporan

ip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
k spesmk yang dipilih cleh suatu entitas
Penyayan laporan keuangan. '

SAP) adalab serangkaian prosedur manual
nulai dari peigumpulan darta, pencatatan,
keuangan dan operasi keuangan

lah pejabat yang diberi tugas untuk

. melaksanakan fungsi Bendahara:

BUD.
. Entitas Pelaporan adalah unit| pe
ut

Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

inenntah vang terdiri dari satu atau lebih

~ entitas akuntansi yang menur
wajib menyampaikan laporan pe
. Entitas Akuntansi adalah unit| pe
barang dan' BUD wajib menyelen;j
keuangan untuk digabungkan : Dad
. Unit pemerintahan adalah penggu
. di Setuan Kerja Perangkat Daerah

rt

‘Kebuakan akuntansi pemerinta
Akrual.

Kebijakan akuntansi pcmermtalxh
pelaporan keuangan dan kebijakan .
Kebijakan akuntansi pelaporan keu
laporan keuangan yang berfurgs1
keuangan.

Kebijakan akuntansi alun rfxeﬁ
penyajian dan ‘pengungkapan transg
SAP atas:

a. Pemilihan metode akuntansi

b. Pengatur’an yang lebih rinci 4

ata
tas

ketentuan peraturan perundang-undangan
ggungjawaban berupa laporan keuangan.
crintahan pengguna anggaran/ .pengguna
arakan 'akuntansi dan menyusun laporan
entitas pelaporan

a anggaran/penggunan barang ya_ng berada
ota Ternate

menerapkan SAP; Berbasis

daerah terdiri atas kebijakan akuntansi
ntansi akun.

ngan rndmuat penjelasan atas unsur-unsur
ebaga,i panduan dalam penyajian pelaporan
pengakuan, pengukuran,

gatur definisi,

ksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan

s kebijakar akuntansi dalam SAP; dan

kebijakap akuntansi dalam SAP.




‘IPasal 3

Kebyakan Akuntansi Pelaporan I;euangan terdiri dari:

iEl

o

R o B

Kebljakan Akuntansi Akun terdiri

S5m0t ogw

- 5"_."!._';. :.'4-‘

‘Dalam rangka pertanggungjawaban
-menyusun dan menyajikan Lapora
-dari:

Tooh e

| 7

1.
2.
3.

|4
.
Dalam rangka pertanggungjawab
Wa_]lb menyusun Laporan Keuang

ECErny

Kerangka Konseptual KebgakanlAkh

Penyajian Laporan Keuangan;
Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubanhan SAL;
Neraca; |

Laporan Operastonal
Laporan Arus Kas;

L.poran Perubahan Ekuitas;
Catatan atas Laporan Keuangan,;

|
|
|

. Akuntansi Kas dan Setara Kas;
Akuntansi Investasi;
Akuntansi Piutang;

Akuntansi Persediaan;
Akuntansi Asct Tetap;
Akuntansi Aset Lainnya,;
Akuntansi Kewajiban,;

lari:

ntansi Pemerintah Daerah;

Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA;

Akuntansi Beban dan Belanja;
Akuntansi Transfer;

Akuntansi atas Koreksi Ke
Perubahan Estimasi Akuntansi,
Akuntansi Dana Cadangan.

salahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi
dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran,;
Laporan Perubahan SAL;
Neraca;

Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas;

. Laporan Perubahan Ekuitas;
Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Operasional;
Neraca; dan

Catatan atas Laporan Keuangan. -
an
an,

Laporan Realisasi Anggaran, |
Laporan Operasional,
Neraca;

Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas Laporan Keuanga’n.'

P

sal 4
"Lelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib
n Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri

H

iDalam rangka pertanggungjawaban pglaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk
unit pemerintahan wajib menyusun
itidaknya terdin dari:

Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak-

pengelolaan perbendaharaan dacrah BUD
yang setidak-tidaknya terdiri dari:




Pasal S |

| ‘
bijakan Akuntansi PelaporaniKehanga_n dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur
ih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

| BAB IV _
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

[Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai tahun
{2015.
{Pada saat Peraturan Walikotali ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 41
g;Tahun 2008 tentang Kebijakan |[Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Ternatel di.
icabut dan dinyatakan tidak berlaku.
{Penyusunan laporan keuangan tahun 2014 mengacu kepada kebijakan
jakuntansi.sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

: Pasal 7

raturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Uikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerzh Kota Ternata.

{
|

. Ditetapkan di Ternate
: pada tanggal 6 Mei 2014

WALIKOJA TERNATE,

i. BURHAN ABDU
%mdangkan di Ternate
da tanggal 7 Mei 2014
SEKRETA DAERAH KOTA TERNATE,

-

M.T ID SOLEMAN

RITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 195

N
P
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! | : ! LAMPIRAN \
“ - PERATURAN WALIKOTA TERNATE

\ ‘ NOMOR : 15 TAHUN 2014

!

|

! TENTANG: 06 MEI 2014
\ : ' KEBIJAKAN AKUNTANSI- PEMERINTAH DAERAH

BAB I : ‘
\ KERANGKA KONSE UAL KEBIJAKAN AKUNTANSI
\ PEMEl}IN TAH KOTA TERNATE ‘

\ 1 1
' 1
] I

A. PENDAHULUAHN

I. Tujuan .
Kerangka Kouseptual K b1_] akan Akuntansi Pemerintah Kota Ternate
mengact: pada KerangkaTKonscpmal:Standar Akuntansi Pemerintahan
untuk merumuskan konsepI ang mendasari penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pcmerm daerah. Kerangka konseptual mengakm
adanya kendala dalam pelap ran keuarngan.

2. Tujuan kerangka konsep(tu';‘ kebjjakan akuntan31 pemerlntah daerah
ini adalah sebagai acuan bagi :

a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah
akuntanss yang pelum diatur dalam kebijakan akuntansi;

b) auditor- «ialam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keu'm' &ssusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan

c) para pengmna laporan keuangan dalam menafsirkan 1nforma51 yang
msajlkan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
kebgakan akuntansi. ‘ ‘

: 3. Kerangka konseptual ini jpeffungsi seébagai acuan dalam hal terdapat

‘ masalah akuntansi yang beh;m dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi. '

| 4. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam

. penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

. 5. Tujuan kebijakan akuntansi adalah' mengatur penyusunan dan

;[ penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum

! dalam rangka memngkatkan keterbandingan laporan kéuangan

: terhadap anggaran dan antar \periode ,

‘ 6. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka xonseptual dan

| kebijakan  akuntansi, ymaka ketentuan kebijakan akuntansi

diunggulkan relatif terhadap|kerangka konseptual ini. Dalam,jangka
panjang, konflik demikian "diharapkan dapat diselesaikan ‘sejalan
dengan pengembangan keb'ija}:an akuntansi di masa depan.

II. Ruang Lingkup

7. Kerangka Konseptual ini mem
{a) Tujuan Kerangka Konseptu

. (b) Lingkungan Akuntansi Pe jerintah daerah

: : (c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan,

(d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;

(e) Karakteristik Kualitatif Llap’l ran Keuangan;

8 Uns{‘n‘/ Elemen Laporan Keuangan,;

(g) Pengakuan Unsur Lapor?n'k(euangan;

\Bahas

o )
Kerangka Konseptual ~ Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ternate Hal -
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1

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah
Secara substansial, terdapat. tiga lingkup pemerintahan dalam sistem
Pemerintahan Republik Indor:l,esna, yaitu pemerintah pusat, pemerintah

13.

Pengaruh Proses Politik
14.

Hubungan antara Pembayaran Pajak
15.

provinsi, dan pemerintah kabup

aten/kota. Pemerintah yang lebih luas

cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya
lebih sempit. Adanya pemerintal) yang menghasilkan pendapatan pajak

atau bukan pajak yang 1ebihibe
sistem bagi hasil, alokasi dana ul
pemerintahan.

sar mengakibatkan diseleriggarakannya
mum, hibah, atau subsidi antar entitas

Salah satu tujuan utama p!enlerintah daerah adalah meningkdtkan

kesejahteraan rakyat. Sehubut
berupaya  untuk mewujddk
mempertahankan kemampuan |}
pendapatan pajak dan sumb
keinginan masyarakat. Salah sat
keseimbangan tersebut adalah

menyelaraskan berbagai kepentis

gan dengan itu, pemerintah daerah
an  keseimbangan  fiskal dehgan
ceuangan daerah yang bersumber dari
er-sumber lainnya guna memenuhi
u ciri yang penting dalam mewujudkan
berlangsungnya proses politik untuk
ngain yang ada di masyarakat.

dan Pelayanan Pemerintah Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak

pemerintah pusat maupun [paj

ak daerah meskipun pemungutannya

dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan
adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut.

Walaupun dalam keadaan | ter
secara langsung atas pelayanan
sebagian

tentu pemerintah daerah memungut
yang diberikan dalam bentuk retribusi,

pendapatan pemc:lrir;tah daerah bersumber dari pungutan

pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah pajak yang dipungut
pelayanan yang diberikan pemer

tidak berhubungan langsung dengan
intah daerah kepada wajib pajak. Pajak

yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah
meingandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam
mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut :

J

(a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang

sifatnya suka rela.
(b) Jumlah pajak yang dibayar
sebagaimana ditentukan

ditentukan oleh basis pengenaan pajak
gleh peraturan perundang-undangan,

seperti penghasilan yang diperoleh, lcekayaan yang dimiliki, aktivitas
bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.

(c) Efisiensi pelayanan yang (iiiberikan pemerintah daerah dibandingkan
dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering

sukar diukur sehubungan
daerah.

(d) Pengukuran kualitas dan
diberikan pemerintah daelrah

dengan pelayanan oleh pemerintah

kuantitas berbagai pelayanan yang
adalah relatif sulit.

.{"”Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat
‘ Pengendalian : .
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kegiatan secara sistematis ds
pelaporan untuk kepentingan:
a.

Tujuan Pelaporan Keuangan
20. Pelaporan -keuangan pemerintat
bermanfaat bagi para pengguna
dan membuat keputusan baik
politik dengan:
a.

b.

. Keseimbangan Antar Generasi

Akuntabilitas
Mempértanggungjawabkan’

pelaksanaan kebijakan yan
daerah’ dalam mencapai: tu
periodik. ‘

Manajemen ;

Membantu para pengguna la
pelaksanaan kegiatan pemeri
sehingga memudahkan ?fur
pengendalian atas seluruh
untuk kepentingan masyarake
Transparansi |
Memberikan informasi keuar
masyarakat berdasarkan pert
hak untuk mengetahui |seq
pertanggungjawaban pemerint
daya yang dipercayakan kepad
perundang-undangan.

Mcmbantu para pengguna

in terstruktur pada suatu periode

pengelolaan  sumber daya  serta
g dipercayakan kepada pemerintah
juan yang telah ditetapkan secara

iporan keuangan untuk mengevaluasi
ntah daerah dalam periode pelaporan
gsi perencanaan, pengelolaan dan
aset dan ekuitas pemerintah daerah
t.

lgan yang terbuka dan jujur kepada
mbangan bahwa masyarakat memiliki
ara terbuka dan menyeluruh atas
tah daerah dalam pengelolaan sumber
lanya dan ketaatannya pada peraturan

(Intergenerational equity)

laporan untuk mengetahui apakah

penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk

membiayai seluruh pengélue
generasi yang akan datang
beban pengeluaran tersebult.
Evaluasi Kinerja

ran yang dialokasikan dan apakah
diasumsikan akan ikut menanggung

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan

sumber daya ekonomi yang.
kinerja yang direncanakan.

menyediakan informasi

dikelola pemerintah untuk mencapai

1 daerah menyajikan informasi yang
laporan dalam menilai akuntabilitas
keputusan ekonomi, sosial maupun

mengenal apakah penerimaan periede

berjalan cukup untuk memibiayai seluruh pengeluaran.
menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber

daya ekonomi dan alokasiny
ditetapkan dan peraturan per
menyediakan informasi menge

telah sesuai dengan anggaran yang
ndang-undangan.
ai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan'pemerintah daerah serta hasil-hasil yang

telah dicapai.

menyediakan informasi mengenai bagaimana

pemerintah daerah

mendanai seluruh kegiatan!nyéi dan mencukupi kebutuhan kasnya.

menyediakan
pemerintah

informasi me

daerah .berkaitan :

ngenai posisi keuangan dan kondisi
dengan sumber-sumber

penerimaannya, baik jangkd pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari! pungutan pajak dan pinjaman.

. QO
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D.

24,

25.

21.

Pengguna Laporan Keuangan

23. Terdapat beberapa kelom ok

Kebutuhan Informasi

- 26.

,‘ Relevan
- 27,

|

f. menyediakan informasi‘
pemermtah daerah, apak
sebagai akibat kegiatan yan‘

Untuk | memenuhi tujuan-t

pemerinftah daerah menyédia

penggunaan sumber ! dé
pembiay;aan,sisa lebih atau
anggaran lebih, surplus/ delﬁsﬂ
ekuitas dan arus kas pemerinte

I :
PENGGUNA DAN KEBUTUHAN

'kurang pelaksanaan anggaran,

1engenai perubahan posisi keuangan
mengalami kenaikan atau penurunan,
g dilakukan selama periode pelaporan
ujuan tersebut, laporan keuangan
kan informasi mengenai sumber dan
aya keuangan /ekonomi, transfer,
. saldo
i-Laporan Operasional, aset, kewajiban,
\h daerah.

i

INFORMASI

utama ; pengguna laporan keuanoan

pemerintah daerah, namun tld:!k terbatas pada :

(a) masyarakat;
(b) para wakil rakyat, 1embaga I
(c) pithak yang memberi atau b

dan pinjaman; dan :
(d) pemerintah yang lebih tinggi

)engawas‘, dan lembaga pemeriksa;
erperan dalam proses donasi, investasi,

(Pemerintah Pusat).

Informasi yang disajikan daie;Lm laporan keuangan bertujuan umum
untuk memenuhi kebutuhan if)formasi dari semua kelompok pcngguna.
Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang

untuk memenuhi kebutuhan
pengguna. :

|spesifik dari masing-masing kelompok

Meskipun memiliki akses terhadap detdil informasi yang tercantum di

dalam laporan keuangan,

perencanaan, pengendalian

pemerintah - daerah wajib memperhatikan
informasi yang disajikan dala
dar

laporan keuangan untuk keperluan
pengambilan keputusan.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif lapor

an  keuangan adalah ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudk}

dapat memenuhi tujuannya.|
Keempat karakteristik berikut"

n dalam informasi akuntansi sehingga

ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemefrintah daerah dapat memenuhi

kualitas yang dikehendaki:
a) relevan

b} andal

c) dapat dibandingkan

d} dapat dipahami

Laporan' keuangan pemerqntah daerah dikatakan relevan apabila

informasi yang termuat di c;lallnnnya dapat mempengaruhi keputusan

pengguna  laporan
mengevalua51 peristiwa masa

keu éngan

dengan membantunya dalam
'lalu, masa kini, atau masa depan dan

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa

Kerangka Konseptual — Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ternate
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lalu. Dengan demikian

TREDTITTI
CERETLT LT

- 28. Informasi yang relevan harus:

memungkinkan penggux'[la
mengoreksi ekspektasinya‘. di

keuangan harus memuat inf
: laporan untuk memprediksi
L hasil masa lalu dan kejadian

dan
d. Lengkap, artinya bahwa  pe

mencakup semua informasi

Informasi yang melatarbelak

dicegah.

RN

. Andal
pengertian yang menyesatkan

setiap kenyataan secara juju
akuntansi yang relevan, tetapi

dapat menyesatkan.
karakteristik:
a. Penyajilannya jujur, artinlya

| é Pemerintah daerah harus m

berbeda, hasilnya harus ltet
) jauh berbeda; i
c. Netralitas,

harus memuat informasi
kebutuhan umum dan |tid
tertentu. . ‘

Dapat Dibandingkan

30. Informasi yang termuat dalam
akan lebih berguna jika dapét q

~ periode sebelumnya atau lépo

informasi laporan keuangan yang relevan
adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa
laporan keuangan pemerin.ah daerah harus memuat informasi yang

laporan untuk menegaskan
masa lalu;

atau

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan
ormasi yang dapat membantu pengguna -

masa yang akan datang berdasarkan
masa Kkini;

. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pernermtah daerah
harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan
berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan;

nyajian laporan keuangan pemerintah

daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu

akuntansi yang dapat mempengaruhi

pembuatan keputusan pexilgguna laporan.

angi setiap butir informasi utama vang

termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas
agar kekeliruan dalain| penggunaan

informasi tersebut dapat

29. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari

dan kesalahan material, menyajikan
r, serta dapat diverifikasi. Informasi
jika hakikat atau penyajiannya tidak

dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial
Informasi

'yang andal harus memenuhi

bahwa laporan keuangan pemerintah

a daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur

transaksi serta peristiwal lainnya yang seharusnya disagjikan atau
yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi (venﬁdbizvy),

artinya bahwa laporan keuangan
emuat informasi yang dapat diuji, dan

apabila pengujian dilak&kan lebih dari sekali oleh pihak yang

ap menunjukkan simpulan yvang tidak

artinya bahw:a laporan keuangan pemerintah daerah

yang diarahkan untuk memenuhi
ak berpihak pada kebutuhan pihak

laporan’ keuangan pemerintah daerah
libandingkan dengan laporan keuangan
ran keuangan pemerintah daerah lain

" Kerangka Konseptual — Kebijakan Akuntansi Pe rerin tah Kota Ternate Hal -




pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan
eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila
i pemermtah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari
tahun ke tahun. Perbandmgan secara eksternal dapat dilakukan bila
pemenntalll daerah :ang d1pe1 bandingkan menerapkan kebijakan
akuntansiiyang sama. Apablla pemerintah daerah akan menerapkan
kebijakan |akuntansi yang leblh baik daripada kebijakan akuntansi
yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus
dlungkapkan pada periode terjadmya perubahan tersebut. ‘

- Dapat Dipahami ; ‘
;i 31. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat
k dipahami .oleh pengguna laporgn keuaﬁgan dan dinyatakan dalam
bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para
pengguna laporan. Untuk itu, p¢ ngguna laporan diasumsikan memiliki
; pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi
Pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna lapordn untuk
mempelajari informasi yang dimaksud. :

UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

. 32. Laporan keuangan pemerintah dgerah terdm dari:

(a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entltas
akuntansi berupa:

e Laporan Realisasi Anggaran SKPD;’

¢ Neraca SKPD;

e Laporan Operasional; : .

3 e Laporan Perubahan Ekuitaq; dan

'xJ

g o Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

(b) Laporan Keuangan yang djhasilkan oleh PPKD sebagai entitas

a akuntansi berupa: , ‘

e Laporan Realisasi Anggaran PPKD,;

e Neraca PPKD; | '

4 e Laporan Arus Kas; ‘

e Laporan Operasional; | . ;

e Laporan Perubahan Ekuifas; dan |

e Catatan Atas Laporan Kewangan PPKD; .

¢ (c) Laporan keuangan gabuhgan yang mencerminkan laporan

keuangan pemerintah dae rah sebagai entitas pelaporan berupa

« Laporan Realisasi Anggaran

e Laporan Perubahan SAL/SAK ;

¢ Neraca; ‘

e Laporan Operasional; | | |

e Laporan Perubahan 'Elttui'tas; i
|
|

. Laiporan Arus Kas ; dain :
» Catatan atas Laporan Keuangan.

33. Selain laporan keuangan pokpk seperti disebut di atas, entitas

pelaporan wajib menyajikan [lagoran lain dan/atau elemen informasi

akuntansi yang diwajibkan| oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan (statutory reports). | |

' |
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Laporan Realisasi Anggaran

34. Laporan  Realisasi Anggaran
merupaka‘n laporan yang meny
pemakaian sumber daya
SKPD/PPKD/Pemerintah daerah
antara realisasi dan anggarannya
pelaporan realisasi anggaran a

- realisasi !dan anggaran S'lKPI

tersanding.

menunjukkan tingkat ketercapai

antara

undangan.

;- 35. Unsur yang dicakup secara lang

(a) Pendapatan LRA (basis kas

pemerintati daerah, dan
pcmerintah daerah.
: (b) Belanja (basis kas) adalah

Penyandingan antara anggaran dengan

legislatif dengan eksekutif sesuai

Umuin Daerah yang menambah saldo anggaran
periode tahun anggaran| yang bersangkutan yang menjadi hak

SKPD/PPKD/Pemerintah  daerah
ajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
ekonomi yang dikelola oleh

, yang menggambarkan perbandingan
dalam satu periode pelaporan. Tujuan
alah memberikan informasi tentang
D /PPKD/Pemerintah dccoiah  secara
realisasinya
an target-target yang telah disepakati
peraturan perundang-

sung oleh Laporait Realisasi Anggaran

terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-
masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

adalah penerimaan oleh Bendahara
lebih dalam

tidak perlu dibavar kembali oleh

semua pengeluaran oleh Bendahara

Umum Daerah yang mengurangi saido anggaran lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

(c) Transfer adalah penerimaan
pelaporan dari/kepada ent
perimbangan dan dana bagi

(d) Pembiayaan (financing) j

Z tahun anggaran bbrsangku
berikutnya, vang dalam

surplus anggaran.

atau hasil

pinjaman kepada entitas
pemerintah daerah.

°.36. Laporan Perubahan

?'—Neraca
37 Neraca menggambarkan posisi k
pelaporan mengenai aset, kewaji

terutama dimaksudkan untul

pembayarannya kembali OICW pemerintah daerah.
(pengeluaran uang dari suatu entitas

tas pelaporan lain,
asil.

termasuk dana

adalah setiap penerimaan/pengeluaran
yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu
dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada

an maupun tahun-tahun anggaran
penganggaran pemerintah daerah
< menutup defisit atau memanfaatkan

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman
divestasi. | Pengeluaran pembiayaan
digunakan untult pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian

antara lain

lain, atau penyertaan modal oleh

Laporan Perubahan Saldo Anggamn Lebih

Saldo Ang,garan Lebih
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

menyajikan informasi

euangah entitas akuntansi dan entitas
an dan ekuitas pada tanggal tertentu.
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|
|
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Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari-aset, kewajiban, dan

ekuitas. Masing-masing unsur di
(a) Aset adalah sumber daya ek

oleh pemerintah daerah
da- dari mana manfaat

dihar:apkan dapat diperoleh
diukur dalam satuan uang,

yang| diperlukan untuk

ek

definisikan sebagai berikut:
onomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

scﬁ)agai akibat dari peristiwa masa lalu

nomi dan/atau sosial di masa depan
oleh pemerintah daerah, serta dapat
termasuk sumber daya nonkeuangan

penyediaan jjasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara k.rena alasan sejarah

dan Budaya.
(b) Kewajiban adalah utang

penyelesaiannya mengakib
ekonomi pemerintah daerah

(c) Ekuitas adalah kekay

merupakan selisih antara a{s

aset tersebut untuk member

tidak langsung, bagi kegiatan o
aliran pendapatan atau penghem
Asct diklasifikasikan ke dalam '
diklasifikasikan sebagai aset lan¢

direalisasikan atau dimiliki u

(dua belas) bulan sejak tanggf

dimasukkan dalam kriteria
nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan -

piutang, dan persediaan.
Aset nonlancar mencakup as

tak berwujud yang digunakan it
untuk kegiatan pemerintah dae
umum. Aset nonlancar d1kla<
panjang, aset tetap, dana cadang
Investasi jangka panjang merup

Manfaat ekonomi masa depan ya

yar

aaff‘

kaJ

nty
i

ety

|

g timbul dari peristiwa masa lalu yang

atkan aliran keluar sumber daya
bersih pemerintah daerah yang

et dan ke‘lwajiban pemeriniah daerah.

s
{

ng terwujud dalam aset adalah potensi
ol sumbabgan, baik langsung maupun
perasional pemerintah daerah, berupa
atan oelanja bagi pemerintah daerah.

1set lancar dan nonlancar. Suatu aset
ar jika diharapkan segera untuk dapat
k dipakai atau dijual dalam waktu 12
1] pelaporan. Aset yang tidak dapat
rsebut diklasifikasikan sebagai 'aset

setara kas, investasi jangka pendek,
rang bersifat jangka panjang, dan aset
aik langsung maupun tidak langsung
rah atau.yang digunakan masyarakat
ifikasikan menjadi investasi jangka
an, dan aset lainnya.

akan investasi yang diadakan dengan

maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial

dalam jangka waktu lebih dari sz

panjang meliputi investasi
nonpermanen antara lain
penyertaan modal dalam
nonpermanen lainnya.

pr

nonpermanen dan permarnen.
investasi dalam Surat Utang Negara,

itu periode akuntansi. Investasi jangka
Investasi

byek pembangunan dan investasi

Investasi permanen antara lain penyertaan

modal pemerintah daerah dan inyestasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, perala

tan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam

pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasfﬁk
dalam aset lainnya adalah ase:

(kemitraan).

|

asikan sebagai aset lainnya. Termasuk
tak berwujud dan aset kerja sama

Kerangka Konseptual — Kebijakan Akuntansi
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: Kewajiban
" 46.

<47,

. 48.

. 48,

* 50.

C- 51

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah

yang dalam penyelesaiannya

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa vang akan

Kewajiban: umumnya timbul ikarena konsekuensi pelaksanaan tugas
atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks
pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan
sumber pembiayaan pinjaman dari masxiakat, lembaga keuangan,
entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang

-menurut hukum sebagai

mengikat atau peraturan perundang-

alam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang. |[Kewajiban jangka pendek merupakan
kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua
belas bulan setelah tanggal| pelaporan. Kewajiban jangka panjang

penyelesaiannya dilakukan setelah 12

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal

ca berasal dari saldo akhir laporan

Laporan Operasionél menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

unaannya dikelola oleh pemerintah
nggaraan pemerintahan dalam satu

mempunyai kewajiban masa |kini
iatang. | !
}
bekerja pada pemerintah daerah dtau dengan pemberi jasa lainnya.
Setiap kewajiban dapat dipaksakan
konsekuensi dari kontrak yang
undangan.
Kewajiban dikelompokkan ke d
adalah kelompok kewajiban yang
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Ekuitas
laporan. Saldo ekuitas di nera
perubahan ekuitas
Laporan Operasional
menambah ekuitas dan per|1gg
daerah untuk kegiatan penyele
periode pelaporan.
» 52. Unsur yang dicakup dalam | Laporan

Operasional terdiri dari

Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-

masing unsur dapat dijelaskaq s€
a. Pendapatan-Laporan Opelras
pemerintah daerah yang diak
bersih i
b. Beban adalah kewajiban pen
pengurang nilai kekayaan bers

c. Transfer penerimaan atau; ke

suatu entitas pelaporan; 3ari/kepada

termasuk dana perimbangdn :

d. Pos Luar Biasa adalah pendaj
yng terjadi karena kejadian 4
operasi biasa, tidak diharapka
di luar kendali atau pengar{uh

bagai berikut :
ional (basis akrual} adalah hak
ui sebagai penambah nilai kekayaan

herintah daerah yang diakui sebagai
ih

wajiban pengeluaran uang dari/oleh
entitas pelaporan lain

an bagi hasil

patan luar biasa atau beban luar biasa
rau transaksi yang bukan merupakan
n sering atau rutin terjadi dan berada
entitas yang bersangkutan.

Kerangka Konseptual — Kebijakan Akuntansi Peme
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Laporan Arus Kas
53,

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi

n, dan perubahan kas selama satu

periode akuntansi serta sgldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan
pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber,

dan setara kas selama suatu periode

akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

mengenai sumber, pengguna
penggunaan, perubahan kas
Unsur yang dicakup dalamila

54.
" dan pengeluaran kas,
berikut: ’
Penerimaan kas adalah

yang

(&)
Bendahara Umum Daer:ah'.
(b) Pengeluaran kas adalah

Bendahara Umum Daeiah.

', Laporaan Perubahan Ekuitas
5’~Z 55. Laporan Perubahan Ekuitas
penurunan ekuitas tahun|

|
sebelumnya. ;

1

Catatan atas Laporan Keuangan °
56. Catatan Atas Lapofan Keuang
rincian dari angka yang t?rte
Laporan Perubahan Saldo‘ Al
Laporan Perubahan Ekuitas, N
atas Laporan Keuangan juga
akuntansi yang dipergunakain G

poran Arus Kas terdiri dari penerimaan
n3ng-masing didefinisikan sebagai
ke

semua aliran kas yang masuk

semua aliran kas yang keluar dari

menyajikan informasi kenaikan atau

pelaporan dibandingkan dengen tahun

an menyajikan penjelasan naratif atau
ra dalam Laporan Realisasi Anggaran,
nggaran Lebih, Laporan Operasional,
jeraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan
mencakup informasi tentang kebijakan
leh entitas pelaporan dan informasi lain

yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan, s;ert

ungkapan-ungkapan yang diperlukan

untuk menghasilkan penyajtan [laporan keuangan secara wajar. Catatan

atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Mengungkapkan informas
akuntansi i
Menyajikan informasi tentsg

. . |
regional/ekonomi makro;,

pelaporan berikut kendald
pencapaian target;
Menyajikan informasil t
keuangan dan kebijaka:.n !
diterapkan atas transaksi
lainnysa;
Menyajikan rincian d’an
disajikan pada lembar muk
Mengungkapkan informas
Standar Akuntansi Pemer
lembar muka laporan keua
Menyediakan informasi
penyajian yang wajar, yang

the face) laporan keuangan|.
|

urnum entitas pelaporan dan entitas

ang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi

Menyajikan ikhtisar pefncapaian kinerja keuangan selama tahun

1 dan hambatan yang dihadapi dalam

entang dasar penyusunan laporan
cebijakan akuntansi yang dipilih untuk
transaksi dan kejadian-kejadian penting

penjelasan masing-masing pos yang
a laporan keuangan,;

i yang diharuskan oleh Pernyataan
rintahan yang belum disgjikan dalam
ngan;

tambahan yang diperlukan untuk
r tidak disajikan dalam lembar muka (on

Keranghka Konseptual ~ Kebijakan Akuntansi Pe
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57.

58.

59.

PENGAKUAN UNSUR LAPO
Pengakuan dalam akun:taxJLsi adalah proses penetapan terpenuhinya

kriteria pencatatan suatu

RAN KEUANGAN

kejadian atau peristiwa dalam catatan

akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,

kewajiban, ekuitas, p
pendapatan-LO, dan bebat
keugngan pemerintah!| d
pencatatan jumlah uang t
terpengaruh oleh kejadian a

o .. 4
Kriteria minimum yang p

peristiwa untuk diakui y'aitL:

a. terdapat kemungk'in:!m

dengan kejadian atau pe
atau masuk ke dalami en
b. kejadian atau peristixlva
dapat diukur atau dapat
Dalam menentukan abak

kriteria pengakuan, ;‘Beri

Kemungkinan Besar Manfaat E

60.

Dalam kriteria pengakufan

manfaat ekonomi masa d
derajat kepastian tinggi‘ b3
berkaitan dengan pos atau
dari atau ke emitas’ jekc
menghadapi ketidakpastian
Pengkajian derajat kepast

endapatan-LRA,-  belanja, pembiayaan,
n sebagaimana akan termuat pada laporan
aerah.
lerhadap pos-pos laporan keuangan yang
tau peristiwa terkait.

erlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau

bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
"ristiwa tersebut akan mengalir keluar dari
titas akuntansi dan entitas pelaporan.
tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
diestimasi dengan andal.

ah suatu kejadian/peristiwa memenuhi
u mempertimbangkan aspek materialitas.

konomi Masa Depan Terjadi

pendapatan, konsep kemungkinaii besar
cpan terjadi digunakan dalam pengertian
shwa manfaat ekonomi masa depan yang
kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir
zlaporan. Konsep ini diperlukan dalam
lingkungan operasional pemerintah daerah.
ian yang melekat dalam arus manfaat

ekonomi masa depan dil'akukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh

pada saat penyusunan laporan keuangan.

1

Keandalah Pengukuran

61.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat -

peristiwa atau kejadian yEan

ada kalanya pengakuan di
Apabila pengukuran berdas
mungkin dilakukan, mlak
diungkapkan pada Catat%an
Penundaan pengakuan sug
kriteria pengakuan banfl te
peristiwa atau keadaan 1é1in'

|
I
|

Pengakuan Aset \

63.

64.

Aset diakui pada saat péter
oleh pemerintah daerahl dq
diukur dengan andal. |

Dengan penerapan basis ak

> dapat diandalkan pengukurannya. Namun
dasarkan pada hasil estimasi yang layak.
arkan biaya dan estimasi yang layak tidak
n pengakuan transaksi demikian cukup
atas Laporan Keuangan. '

tu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila
rrpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi
di masa mendatang.

1si manfaat ekonomi masa depan diperoleh
n mempunyai nilai atau biaya yang dapat

ual, aset dalam bentuk piutang atau beban

dibayar dimuka diakui Ketika hak klaim’ untuk mendapatkan arus kas
masuk atau manfaat ekéno i lainnya dari entitas lain telah atau tetap
masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Kerangka Konseptual — Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ternate
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66.

. 68.

2.

. 73.

Pengakuan Kewajiban :

Pengakuan Pendapatan LO da

Pengakuan Beban dan Belanja

|
l

Aset dalam bentuk kas yangr diperoleh pemerintah daerah antara lain

bersumber dari pajak daerah, retribusi,

daerah yang dipisahkan, itra
lain-lain, serta penerimaan p
pemungutan setiap unsur p
melibé}tkan banyak pihak
pengakuan penerimaan| }
mendapatkan pengakuan a
lebih rinci, termasuk “e*lgatl
diterima sampai penyetorant]
tidak diakui jika pengeluara
dipandang tidak mungkin|d
akuntansi berjalan.

iy

ar .

Kewajiban diakui jika bes

)i

hasil pengelolaan kekayaan

nsfer, dan penerimaan pendapatan daerah

embiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses
enerimaan tersebut sangat beragam dan
atau instansi. Dengan demikian, titik
cas oleh pemerintah daerah, untuk
kuntansi' memerlukan pengaturan yang
uran mengenai batasan waktu sejak uang
lya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset
n telah terjadi dan manfaat ekonominya
eroleh pemerintah daerah setelah periode

cemungkinan bahwa pengeluaran ésumber‘

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang

ada sampai saat pelaporan

dan perubahan atas kewajiban tersebut

mempunyai nilai penvexesalan vang dapat diukur dengan andal.:

Kewajiban diakui pada Sclatl
kewajiban timbul.

dana pinjaman diterima atau pada saat

n Fendapatan LRA
Pendapatan-LO diakui p d?

saat timbulnya hak atas pendapatan

tersebut atau ada aliran masuyk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA diakui p!>ad

a saat diterima di Rekening Kas Umum

Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pendapatan LO diakui bersar

apabzla dalam hal proses| tr
perbedaan waktu antaral p

aan dengan penerimaan kas dilakukan
ansaksi pendapatan daerah tidak terjadi
enctapan hak pendapatan daerah dan

penerimaan kas daerah. Atal pada saat diterimanya kas/aset non kas

yang menjadi

hak pemérm

tah daerah tanpa lebih dulu ‘adanya

penetapan. Dengan dem1kllan, Pendapatan-LO diakui pada saat kas

diterima baik disertai mautpu
Dalam hal badan
dengan' mengacu pada

layanan umum daerah,
pdraturan

n tidak disertai dokumen penetapén.
pendapatan  diakui
perundangan yang mengatur

mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diakui pada saat timbllnya kewajiban atau terjadinya konsumsi

aset, atau terjadinya penurun
Belanja diakui pada saat!te
Umum Daerah atau entitas

an manfaat ekonomi atau potensi jasa.
rjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
peiaporan. Khusus pengeluaran melalui

bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada | saat
pertanggungjaVJaban atas p;éngeluarah tersebut disahkan oleh unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengakuan beban pada |periode berjalan di Pemda..... dilakukan

bersamaan dengan pengeluar

an kas yaitu pada saat diterbitkannya

SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran
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81. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa
laporan keuangan Pemda.i

82. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja penguna anggaran/pengguna
barang dan PPKD dan| oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun| laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah
SKPD dar PPKD. !

Kesinambungan Entitas
83. Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa
Pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud
untuk melakukan likuidasi.

Oy

Keterukuran dalam Satuan Uang {Monetary Measurement)

84. lLaporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini
diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran
dalam akuntansi. ’

J. PRINSIP AKUNTANSI DAI‘J I"ELAPORAN KEUANGAN
85. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai '
3 ketentuan yang harus }dipahami dan ditaati oleh penyelenggara
akuntansi dan pelaporan | keuangan pemerintah daerah dalam
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan daiam memahami
laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip
yang digunakan dalam akungansi dan pelaporan keuangan pemerintah
daerah:

a) basis akuntansi;

b} prinsip nilai perolehan;
c) prinsip realisasi;

1 d) prinsip substansi mengungguli formalitas;
_, e) prinsip periodisitas;
: f) prinsip konsistensi; .
g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
h) prinsip penyajian wajarg

- Basis Akuntansi
86. Basis akuntansi vang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
_k daerah adalah basis akrual luntuk pengakuan aset, kewajiban, dan
: ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam
laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan
disajikannya laporan keuangan dennigan basis kas maka entitas
5 pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

87. Basis akrual untuk LO bergrti pendapatan diakui pada saat hak untuk
: memperoleh pendapatan telahjterpenuhi, walaupun kas belum diterima
di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban
diakui pada saat kewajiban |yang mengakibatkan penurunan nilai

kekayaan bersih teiah terpe’nu i walaupun kas belum dikeluarkan dari
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Rekening - Kas Umum Daerah
LO.

makaLRA
penerimaan pembiayaan diakui
atau entitas pelaporan, ser:ta
tida's menggunakan istilah

perhitungan anggaran (1ebi1’i1/k
Sisa perhitungan anggaran
pendapatan dan pembiayéan
pembiayaan pengeluaran.
Basis akrual untuk neraca bersg
diakui dan dicatat pada saat
kejadian atau kondisi
pemerintah daerah, bukan pad
kas dacrah.

atau entitas pelaporan. Pendapatan

seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas
disusun berdasarkan basis kas

berarti pendapatan
pada saat kas diterima oleh kas daerah
belanja dan pengeluaran pembiayaan

diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah

aba, melainkan menggunakan sisa
urang) untuk setiap tahun anggaran.
tergantung pada selisth realisasi
penerimaan dengan belanja dan

arti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas
terjadinya transaksi, atau pada saat

lingktingan berpengaruh pada keuangan

a saat kas diterima atau dibayar oleh

* Prinsip Nilai Perolehan (Historic

perolehan. Utang dicatat sebes
»  dibayarkan untuk memenuhi
dalam pelaksanaan kegiatan
Penggunaan nilai perolehan lebi

91,

hal tidak terdapat nilai histdris
kewajiban terkait.

64. Ketersediaan - pendapatan( b[asi
belanja daerah dalam period
membayar utang.

/65,
principle) tidak mendapatkan pe

daerah, sebagaimana dipraku'kk

"3";;‘.5_Prinsip Substansi Mengungguili
1t . Principle)

; Informasi akuntansi dimaksud
transaksi serta peristiwa ilail
transaksi atau peristiwa lain
sesuai dengan substansi dan rg

tidak konsisten/berbeda (lie
- tersebut harus diungkapkarll de

. Keuangan.

o

O

al Cost Principle)
- 90. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar
dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat

jumlah kas yang diharapkan akan
ewajiban di masa yang akan datang

pemerintah daerah.
‘ n dapat diandalkan daripada nilai yang
- lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalain

dapat digunakan nilai wajar aset atau

-. Prinsip Realisasi (Realization Principle)

kas) yang telah diotorisasi melalui

APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai

e tahun anggaran dimaksud atan

Prinsip layak temu biaya-pendapatan {matching cost against revenue

nekanan dalam akuntansi pemerintah

an dalam akuntansi sektor swasta.

Formalitas (Substance Over Form

kan untuk menyajikan dengan jujur

1 yang seharusnya disajikan, maka

tersebut harus dicatat dan disajikan
alitas ekonomi, bukan henya mengikuti

aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain
gan aspek formalitasnya,

maka hal
ngan jelas dalam Catatan Atas Laporan

’ Kerangka Konseptual — Kebijakan Akuntansi Pemerin tah Kota Ternate
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1 69,

70.

71.

72.

Prms1p Penod1s1tas (Perlodtczty
l

68.

Prinsip Pengungkapan Lengka

Prinsip Peﬁyajian Wajar (Fair

|
|
|

l

Kemat‘an akuntansi dan pela

dibagi| menjadi periode-periog
daera}il dapat diukur dan pg
ditentukan.

| }
kc

Principle)

poran keuangan Pemerintah daerah perlu
le pelaporan sehingga kinerja Pemerintah
sisi sumber daya yang dimilikinya dapat

i
Periode utama pelaporan |keépangan yang digunakan adalah tahunan.
Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran§ sangat
dianjurkan. ' . "
Prinsip Konsistensi (Consistency Pnnc1ple)

Perlakuan akuntansi yang s:a,}ma harus diterapkan pada keJad1an yang

serupa dari periode ke
konsistensi internal). Hal

pgriode oleh pemerintah daerah
ini

(prmsxp
tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi

perubahan dari satu metode adcuntansx ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang d
metode yang baru diterapkan

ip‘,akeu dapat diubah dengan syarat bahwa

harus menunjukkan hasil yang 1eb1h baik

dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan
penerapan metode ini harus:diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan.

|
P |
Laporan keuangan Peme
lengkap informasi yang di

full Disclosure Principle) -

rintah daerah harus menyajikan . secara
butuhkan oleh pengguna laporan. Informasi

yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada

lembar muka (on the face)
keuangan.

laporan keuangan atau catatan atas laporan

Presentation Principle)

Laporan keuangan Pemerinta'h daerah harus menyajikan dengan wajar
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Neraca; Laporan Operasio

Faktor | pertimbangan se
Pemermtah daerah diper

dengan mengungkapkan :i

menggunakan perumbangan

keuangan pemerintah daerah'l
kehati-hatian pada saat

all, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Arus Kas dan Catatan Atas Lg ,

ha1£
ukan ketika menghadapi
peristiwa dan keadaan t<=rte

poran Keuangan :
laporan keuangan
ketidakpastian
ntu. Ketldakpastlan seperti itu . diakui
hakikat ; serta tingkatnya  dengan

sehat | dalam penyusunan laporan
Pert1mbangan sehat mengandung unsur

bagi ,penyusun

[,melakukaln; prakiraan dalam kondisi .

ketidakpastian sehingga aset ‘Atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu
tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun  demikian, perilganaan pertimbangan  sehat tidak -
memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan
tersembunyi, sengaja menétapkan aset atau pendapatan: yang

terlampau rendah atau sengaj

terlampau tinggi,
andal.

sehingga

a mencatat kewajiban dan belanja yang

laporan keuangan tidak netral dan tidak

Kerangka Konseptual — Kebijakan Akuntansi Femerintah Kota Ternate
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K. KENDALA INFORMASI AKU TANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL
. 73. Kendala informasi yang réle an dan andal adalah setiap keadaan yang
: tidak memungkmkan terca ainya kondisi ideal dalam mewujudkan
1nforma31 akuntansi yang| relevan dan andal dalam laporan keuangan
Pemermtah daerah sebageu akibat keterbatasan (limitations) atau
kdrena alasan-alasan tertenti1. Tiga hal yang mengakibatkan kendala
dalam fnewmudkan 1nform‘as1 al«:untanm yanv relevan dan andal, ya1tu
a. Matcrlahtas :

b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dén

¢. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

i

Materialitas :
. 74. Laporan keuangan pemer‘mt h daerah . walaupun idealnya memuat

segala informasi, tetapi hanya dlhargskan memuat mformas; yang
memenuhi kriteria materi lit"‘ s. Informasi dipandang material épabila
kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat
informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan
yang dibuat atas dasar infermasi dalam laporan keuangan pemerintah
daerah.

¥ Pertimbangan Biaya dan ManfaatE
. 75. Manfaat yang dihasilkan dari

keuangan pemerintah daerahi
diperlukan untuk -penyus 1Iné

informasi yang dimuat dalam laporan
seharusnya melebihi dari biaya yang

laporan tersebut. ‘Oleh karena itu,
laporan keuangan pemerintall daerah tidak semestinya menyajikan
informasi a lebih . kecil dibandingkan ' biaya
penyusunannya. Namun derikian, evaluasi biaya dan manfaat
merupakan proses pertimbangan vang substansial. Biaya dimaksud
juga tidak harus dipikul olely pengguna informasi yang menikmati
manfaat.

opg i Kuahta.txf

f;?76. Keseimbangan antar karakterls ik kualitatif diperlukan untuk mencapeu
suatu keseimbangan yang tep t di antara berbagai tujuan normatif
yang diharapkan dipenuhi oleh laporan !keuangan pemerintah daerah.
Kepentingan relatif antar karak eristik kualitatif dalam berbagai kasus
berbeda, terutama antara relev si dan keandalan. Penentuan tingkat
kepentingan antara dua karakteristik kuahtatlf tersebut merupakan

masalah pertimbangan profesional.
" '

M L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

® 77, Pelaporan keuangan Pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan

| % peraturan perundang- undang 1 yang mengatur keuangan dadrah,

antara lain: ' L

a. Undang-undang Dasar Repubiik Indonesia 1945, khususnya bagian
yang mengatur keuangan negara; |

b. Undang-undang No. 17 Tahun.2003 tentang Keuangan Negara;

¢. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-undang No. 15 |Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawa‘ Keuangan Negara;

l
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¢. Undang-undang No. 32 Tahun| 2004 tentang Pemerintah daerah;

f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah; '

g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; , :

h. Peraturan Pemerintah Nofn:[ 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. -

i. Peraturan Menteri Dalam |egeriv No. 13 Tahun 2006 tentang [ /
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa 'kali
diubah terakhir dengan Peratuiran Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 12011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Nomor 13 ’I‘ahun’ 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; _

J. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelo‘laan Keuangan Daerah

—
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Rekening Pengeluaran Daerah
Rekening Kas Umum Daerah.

N

. Kas di Bendahara Fenerimaan :
j, - Kas di Bank an. SKPD
‘ - Ka's Tunai

3. Kas di Bendahara Peng(?luaran

i - Kas di bank an. SKPD
- Kas Tunai -
4. Kas di BLUD : .
- Kas di bank an. BLUD
Ka§ Tunai

1

- Setara Kas :

1. Deposito ( Kurang dan 3 bulan)
2 Surat Utang Negara Oﬂ ligasi (Kurang dari 3 bulan)

852 TR e T e T

LB PENGUKURAN
I
§ 6. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai

rupiahnya.Apabila terdapat kas|dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi

rupiah menggunakan kurs tengah lrank sentral pada tanggal neraca.

Jfc. PENGUNGKAPAN

7. Pengungkapan lkas dan setara kds dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK) sekurang-kurangitya menmjnf’kaphan hal-hal sebagai berikut:
|

. a. Rincian kas dan setara ka)s; ‘
b. Kebijakan manajemen setara kas; dan

¢. Informasi lainnya yang diélmgéap penting.
r




Tujuan kebijakan akunlit

|
|
Tujﬁan l

si investasi adalah untuk mengatur perlakuan .

akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu

disajikan d::::m laporan kehiangan.

Ruang Lingkup

1

Definisi

3.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi
baik investes jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam
biporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan

+ngan basis sikrual.

Kebijakan :-ﬂ{untans\i .Ini mengatur perlakuan akuntansi investasi
Pemerintah Kota Ternate baik invesiasi jangka pend'ek maupun
investa'n jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi,
penguiztiia dan metod penilaian iavestasi, serta pengungkapannya

pada lapoion keuangan.

Investasi adalah aset ]iya g dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomi seperti bun‘ga; dividen dan royalti, atau manfaat sosial\,
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

|
rangka pelayanan kepada |masyarakat

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh‘pemerimah

daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh

pendapatan dalam jangka|panjang dan memanfaatkan dana yang belum
|

digunakan untuk inve'jsta i jangka pendek dalam rangka manajemen

kas. !

. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan

investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompol

aset lancar sedangkan . investasi jangka panjang merupakan kelompok

'
i

aset non lancar. il
I

. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dlcalrkan\

dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau!

kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

byakan Akun Investasi  Pemerintah Kota|Ternate Hal 23 |




sampai dengan 12 bulan. |

|

i |
i dapat menjual/mencairkan

kas. ‘
[ I

dimiliki lebih dari 12 (dua

e

Investasi Jangka Panjang

TR e T IO R

R T T T

y
1

B. PENGAKUAN

T

9. Suatu transaksi pengeluaran
. : |

A o

tersedia pada saat pengai{u
}

I I T T T A AR TR SAP A

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan

r
b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah

investasi tersebut jika timbul kebutuhan

c. Investasi jangka pendek b:iasanya berisiko rendah.
|

a Deposito: berjangka waktu tiga| sampai dua belas bulan dikategorikan
( | :
sebagai investasi jangka perildek. Sedangkan deposito berjangka waktu

kurang dari tiga bulan dikatégorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

7.Investasi. jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk

belas) bulan. Investasi jangka panjang

menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
a. Investasi Jangka Panjang Nan Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka
panjang vang dimaksudkan untuk  dimiliki secara tidak
|

berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen
|

Permanen merupakan investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau

tanpa ada niat untuk diperjlialbelikan atau ditarik kembaii.

8. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

uang dan / atau aset, penerimaan hibah

dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat

diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah kemu ngkinan akan memperoleh manfaat
ekonomi dan manfaat éos1al atau jasa potensial di masa depan
dengan tingkat kepastiar:l chup. Pemerintah daerah perlu mengkaji
tingk:at kepastian mengailirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial

atau jasa potensial di r;nasa depan berdasarkan bukti-bukti yang

n yang pertama kali.

A T AL S SO TN
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|
b. Nilai perolehan atau nilai

memadai/andal (reliable) bi
yang' menyatakan/ men'g 4

transakS1 tidak dapat (dlu

wajar investasi dapat diukur secara
lasanya didasarkan pada bukti transaksi
Jika

ientifikasi biaya perolehannya,

kur berdasarkan bukti perolehannya

penb%unaan estimasi yang layak juga. dapat dilakukan.

L

{

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN ;

10. Secara umum untuk investas

11

member!1tuk' nilai pasarnya,
sebagai dasar penerapan nilaJ

tidak memiliki pasar aktif) m

Lyang memiliki pasar aktif yang dapat
aka nilai pasar dapat dipergunakan
wajar. Dan untuk investasi \ang vang

aka dapat dipergunakan nilai nominal.

nilai tercatat atau nilai wajar chnnya.

I

sehagai iberikut:

a. Pengukuran investasi jangka

1) Investasi jangka pendek d

a} Apabila terdapat nil }

jangka pendek diukur
;‘investasi ditambah ko

biaya lainnya yang tim,

b) Apabila tidak terdapat.
jangka pendek diukur
investasi
pasarnya. Dan jika|tid
J;'angka pendek dicatat

diserahkan untuk m'ern

2) Investasi jangka'phendek
dicgatat sebesar nilai nomi
b. Pengukuran investasi jangl;
1) Investasi jangka panjang,
biaya perolehannya, melif

biaifa

.Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan

pendek

alam benguk surat berharga:

biaya perclehannya maka investasi
an dlcatat berdasarkan harga transaksi
isi perantara jual beli, jasa bank, dan

ul dalam rangka perolehan terseb{pt.

ilai biaya perolehannya, maka investasi

dan ditatat berdasarkan nilai wajar

pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga

ak terdapat nilai wajar, maka investasi
berdasarkan nilai wajar aset lam yang

peroleh 1nvesta51 tersebut.

dalam bentuk non saham diuku; dan

nalnya,. !
a panjang:

yang beréifat permanen dicatat sebesar

uti harga transaksi investasi ditambah

lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi
berkenaan. \
l
|
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a) Investasi
I

jangka

perolehannya. !
i

b) Investasi jangka panj\

penanaman modal

Y pihak ketiga.

perolehannya,

perolehannya tidak ada.

tanggal transalksi.

12. Penilaian ipvestasi Pemerintah

metode sebagai berikut:

: i
a. Metode biaya

panjang nonpermanen
i _

c) Inv[estasi jangka panjang nonpermanent

atau nilai wajar

o T~

ebijjakan Akun Investasi

Dengan menggunakan metode

perolehan. Hasil dari investasi

& 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:

dalam bentuk

pembelian >bligasi jarilgka panjang yang dimaksudkan tidak

untuk dimiliki ber1<elahjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai

ang nonpermanen yang dimaksudkan

D

untuk penyehatan/pt!anyelamatan perekonomian misalnya
dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan

dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

dalam

pembangunan

bentuk

ada  proyek-proyek

pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatal
sebesar biaya pembangunan termasuk biava vang dikeluarkan
untuk perencanaan dan |biaya lain yang dikeluarkan untuk
perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka

penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke

c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset

pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga

investasi tersebut jika harga

d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan
mata uang asing yang sama haris dinyatakan dalam rupiah dengan

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada

I«%ota Ternate dilakukan dengan tiga

biaya, investasi dinilai sebesar biaya

tersebut diakui sebesar bagian hasil

yang d:iterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada

badan ﬂlsaha/ badan hukunll yang terkait.

| |

Pemenntah Kota Ternate
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b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metdde ekuitas, investasi pemerintah daerah

dinilai sebesar biaya ﬁ)erﬂehan investasi awal ditambah atau

diku:rangi bagian laba atau rugi sebesar persentase keperrﬁlikan

pemérintah daerah setelah

1

|

diterima pemerintah dae‘rah

dalam bentuk saham, akan

daerah.

Penyesuaian terhadap |nil

tanggal perolehan. Bagian laba yang
, tidak termasuk dividen yang diterima

mengurangi nilai investasi pemerintah

ai investasi juga diperlukan untuk

mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misainva

adanya perubahan yang {timbui akibat pengaruh valuta asing serta

revaluasi aset tetap.
Metode nilai bersih yang d

Metode nilai bersih yang ds
untuk kepemilikan yang ak
dekat.

apat direalisasikan

ipat direalisasikan digunakan terutama

tan dilepas/dijual dalam jangka waktu

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi

pemellrintah daerah dinilaj sgbesar harga perolehan investasi setelah

dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat

diterima kembali.

Perhiiungan atas nilai bers

ih investasi yang dapat direalisasikan

dilakl;ﬁkan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah

yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya

(aging schedule).

Besarnya penyisihan atas

investasi yang tidak dapat diterima

kembéli dihitung berdasarkan persentase penyisihan, untuk

masing-masing kelompok seﬁ agai berikut:
J

I

Periode Jatuh Tempo Pengembalian | Persentase
No . A
Investasi Penyisihan
1 Jatuh tempo pada perjode 1 s.d 2 Tahun 10 %
1 Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun 10 %
]
3 Jatuh tempo padia % eriode di atas 3 100 %
Tahun |

R A o A R R
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13. Penggunaan metode-metode t

kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20%

| |

ekuitas.

d c. Kepemilikan lebih dari 50% m

i menggunakan metode nilai be]

14. Dalam l{bndisi tertentu, krilteri

tingkat pengaruh (the degree

pengendalian pada perusahaan

a. Kemampuan mempengaruhi K

. C. Kemampuan untuk menetaf

perusahaan investee;

AR

d. Kemampuan untuk

rapat/pertemuan Gewan direk

A T R TN R T
RIS

dalam

15.Pengungkaban investasi

a. Kebijakan akuntansi untuk peng

c. Perubahan harga pasar baik

investasi jangka panjang;
|
!

d. Penurunan nilai investasi

penurunan tersebut;

|

f. Perubahan pos investasi. |

me%mmm faog iy

saham bukan merupakan fakto,{

terhadap§ perusahaan investee.

melllgendalikan mayoritas

yang

LAY

ersebut di atas didasarkan pada

menggunakan metode biaya.

b. Kepermhkan 20% sampai SO° b, atau kepemilikan kurang dari 20%

tetapi memlhkl pencaruh'yang signifikan menggunakan metode

enggunakan metode ekuitas.

d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen

rsih yang direalisasikan.

a besarnya prosentase kepemilikan

yvang menentukan dalam pemilihan

metode penilaian investasi, |tetapi yang lebih menentukan adalah

of influence) atau pengendalian

Ciri-ciri adanya pengaruh aiau

investee, antara lain:

omposisi dewan komisaris;

b. Kemampuan untuk mer'lunjulf atau menggantikan direksi;

kan dan mengganti dewan direksi

suara dalam

si.

Catatan atas Laporan Keuangan

sekurang-khrangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

ntuan nilai investasi;

b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;

investasi jangka pendek maupun

signifikan dalam penyebab

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

ST TN TSI
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Tujuan :
i

1. Tujuan |kebijakan akuntansi

perlakuan akuntansi untuk ;

dianggap@perlu disajikan dalam.]

2. Kebijakan ini mengatur perlaku

—-

Ternate yang meliputi definisi, |
pengungkapannya. ' |

Ruang Lingkup

disaiikan dengan basis akrual.
4, Kebijakar%x ini diterapkan untuk
termasuk{ perusahaan daerah

1
Definisi |

|

daerah dan/atau hak peme rini

|

peraturarn perundang-undangan
' i

dari seseorang dan/atau korpora
i

piutang, ‘dan diterapkan den

8. Klasifikasi piutang secara terinci
(BAS).

e

et e

N A A Y A Y A AR S A S AT

ﬁIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

tergantung kondisi dari debiturnya

piutang adalah untuk mengatur
lutang dan informasi lainnya yang

aporan keuangan.

an akuntansi piutang Pemerintah Kota

engakuan, pengukuran, penilaian dan

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seiuruh piutang

dalam laporan keuangan untuyk tujuan umum yang disusun dan

entitas Pemerintah Kota Ternate tidak

5. Piutang efdalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemeri‘ntéh

ah daerah yang dapat dinilai dengan

r uang sel}oagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan

atau akibat lainnya yang sah.

6. Penyisihah piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang

si dan/atau entitas lain.

7. Penilaian' kualitas piutang [untuk penyisihan piutang tak tertagih

|
dihitung i‘berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik

Lan melakukan modifikasi tertentu

]

diuraikan dalam Bagan Akun Standar
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. PENGAKUAN

9.

11.

14.

10.

12.

13.

Piutang diakui pada saat

timbul klaim/hak untuk

kepada entitas, yaitu pada saat :

a. Tejrdapat surat ketetapan

b. Tejrdapat surat penag
belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang

me

penyusunan laporan keuang’aii ketika

nagih uang atau manfaat ekonomi lainnya

/dokumcn yang sah yang belum dilunasi ;

ithan dan telah dilaksanakan penagihan dan

menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang

timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian

fasilitas/jasa yang diakul sebagai pidrang dan dicatat sebagai aset di

neraca apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan

dan kewajiban secara jela
b. Jumlah piutang dapat diu
Piutang Dana Bagi Hasil| (D

berdasarkan

hak d1aerah yang belum dibay

Piutahg Dana Alokasi Ut

ditetapkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku
daerah.

Piutang Dana Alokasi

alokasi de fin

dckumen penetapan yang sa

nul

yat

Kh

pernb“ayaran yang telah divg

ditetapkan jumlah difinitifnys

Piutang.transfer lainnya dial

a. dalam hal penyaluran t

1da]

deﬂgan akhir tahun Pemsg

pembayarannya, sisa y

ang

.dalam hal pencairan dana

atau piutang bagi daerah p

penyelesalan ‘pekerjaan|ter
sudah | di

per‘ﬁbayarannya oleh Peime

persyaratan

naskah Iperjanjian yang menyatnkan hak
s; dan .

kur;

BH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui
itif yang telah ditetapkan sesuai dengan
h menurut ketentuan yang berlaku sebesar

rarkan.

m (DAUJ diakui berdasarkan jumiah yang

dokumen penetapan yang sah menurut

ng belum ditransfer dan merupakan hak

usus (DAK) diakui berdasarkan klaim
Lrifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah

1 sebesar jumlah yang belum ditransfer.

‘Ui apabila:

k memerlukan persyaratan, apabila sampai
rintah Pﬁsat belum menyalurkan’seluruh
belum ditransfer akan menjadi hak tagih
enerima;

diperlukan persyaratan, mi'salnya tingkat
tentu, maka timbulnya hak tagih pada saat
belum  dilaksanakan

penuhi, tetapi

rintah Pusat.

'ebtjakan Akuntansi Pi(htang

- Pemenntah Kotq




18.

s
3

20.

15.

16.

17.

[£C. PENGUKURAN

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi

pajiak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
| -

Piutang transfer antarg daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi

pendapatan yang bersan

gkutan yang menjadi hak/bagian daerah

penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer
ada kelebihan transfer. J
maka kelebihan dimaksud

periode berikutnya.

terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran
ika kelebihan transfer belum dikembalikan

dapat dikompensasikan dengan hak transfer

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR,

harus didukung dengan
Dokumen yang dipersarhal
atas TP/TGR dilakukan d
Pembebanan/SKP2K/SKTJ

bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/
an, yang menunjukkan bahwa penyelesaian
enngan cara damai (di luar pengadilan). SK

M/Dokumen yang dipersamakan merupakan

surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi

tanggung jawal seseorang

1
Apabila penyelesaian TP/

TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur

pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat

ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang |pe

ndapatan yang berasal dari peraturan

perundang undangan, adalah sebagai berikut:

a. disgjikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tdgihan yang ditetapkan berdasarkan surat

ketetapan kurang bavar yang diterbitkan; atau

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap|tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh

Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;

atau

c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

|
pelaporan dari setiap‘

tégihan yang masih proses banding atas

keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

21.Pengukuran piutang yang

berikut:

‘; e R e R ™ B oot i M bt ok oL et anp a3 A e e ot

;¥ Kebijakan Akuntansi Piutang - Pemerintah Kot[z Ternate

berasal dari perikatan, adalah sebagai

T Ha3:

dan bersedia mengganti kerugian tersebut.




a. Pemberian pinjaman
Piuitang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan
dari kas daerah dan/ a!itéL apabila berupa barang/jasa harus dinilai
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apébila dalam naskiah perjanjian pinjaman diatur mengenai
ke\/\}izajiban bunga, 'icr|1da commitment fee dan atau bi:iya—biaya
pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui
adanya bunga, denda, [commitment fee dan/atau biaya lainnya pada
periode berjalan yang teruitang (belum dibayar) pada akhir periode
pelaporan.

b. Penjualan
Piutang dari penjualan |diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode
pelaporan. Apabila dalam rerjanjian‘ dipersyaratkan adanya potongan
pembayaran, maka nilalj piutang harus dicatat sebesar nilai
bersihnya.

c.' Kemit{raan
Piutahg-yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa ’

Piutang yang timbul diakui|berdasarkan fasilitas aiau jasa yang telah

diberikan oleh pemerintah|pada akhir periode pelaporan, dikurangi

dengan pembayaran atatEJ uang muka yang telah diterima.
|

. 22.Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar niléi yang belum diterima sarripai
dengan tanggal pelapo;‘an dari setiap tagihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan tiransfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum s}ebesar jumlah yang belum d1:terima, dalam
hal terdapat kekuranga'ln transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke
kabupaten; ‘.

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi

dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

rugi berdasarkan pengaklian yvang

sebagai berikut:

Y A A Y D A T D S A M R RO SR S TS RS St
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

a. Disajikan sebagai aset
tahun berjalan dan yénc
dL:pan berdasarkan s
d;itetapkan; ;

b. Ijisajikan sebagai aset 1

atas 12 bulan berikut';nye

Pengukuran Berikutr!lya

Pengakuan Awal Piutang

lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam

r akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke

urat ketentuan penyelesaian yang telah
ainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di

1.

(Subsequent  Measurement) Terhadap

disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan

yan‘g belum dilunasi tersgbut dikurangi penyisihan kerugién piutang

tidak tertagih. Apabila

penghapusan piutang |mad

sectelah dikurangi piutang y

terjadi  kondisi yang memungkinkan

ka masing-masing jenis piutang disajikan

ang dihapuskan.

Perrj}berhcn,tian pengakuan piutang seiain pelunasan juga dikenal

dengan dua cara

penghapusbukuan (write d

Piutang disajikan sebesar
realizable value), yaitu

penyisihan piutang.

t
Kualitas piutang dikelomp

sebélgaj berikut:

a. Kualitas Piutang Lan(Tar;
b. Kualitas Piutang Kurang
c. Kualitas Piutang Diragul
d. Kualitas Piutang Macel:t.

Penégolongan Kualitas

yaitu:

penghapustagihan  (write-off) dan
ﬁwn).

nilai bersih yang dapat direalisasikan (net

sdlisih antara nilai nominal piutang dengen

okkan menjadi 4 (empat) dengan Klasifikasi

Lancar;

ran;

Piﬁtang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara

perriungut pajak yang terdiri dari:

a. Pajak Dibayar Sendini O
b. Pajak Ditetapkan Cleh

Penggolongan Kualitas

eh Wajib Pajak (self assessment); dan

Kepala Daerah (official assessment).

Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar

Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:

1} Umur piutang kurang

dari 1 tahun; dan/atau

‘ .
2) Wajib Pajak menyetujni hasil pmeriksaan; dan/atau

3) Wajib Pajak koopeﬂatﬂ; dan/atau °




|
4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
S5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancay, dengan Kriteria:

i ;) Umur piutang 1 sarpai dengan 2 tahuri; dan/atau

Ef Q) Wajib Pajak kuraﬁg kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
’ 3) Wajih Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
#’i 4) Wajib Pajak menggquan keberatan/banding.

) c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

: 1) Umur piutang 2 sailmpaj dengan 3 tahun; dan/atau _
i 2) Wajib Pajak tidak Looperatif dalam pemerilzsaan; dan/atau

ki 3] Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
% 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

z d. Kualitas Macet, dengan &«:riteria: :

‘ li) Umur piutang diatas § tahun; dan/atau

2) Wajib Pajak tidak ditemulan; dan/atau

3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dun/atau
i 4) Wayib Pajak mengalami musibah (force majeure).
30. Pen‘ggolongan kualitas piutang pajak yang pcmunguténnya ditetapkan |
oleh Kepala Daerah (oﬂikcial assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan (kriteria:

1) Umur piutang kuralng dari 1 tahur; dan/atau

Qj Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

3) Wajib Pajak likuid; dan/atau

4) Wajib Pajak tidak nglengajukan keberatan/vanding.
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 1 sar!npai dengan 2 tahun; dan/atau

2) Wajib Pajak kurang'i kopperatif; dan/atau

3)i Wajib Pajak mengajiukan keberatan/banding.

C. Kl:lalitas Diragukan, den Lan kriteria:

k |

l)lUmur piutang 2 saﬂnp i dengan 3 tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengallam kesulitan likuiditas.
d. Kualitas Macet, dengan kiiteria:
1)%14Umur piutang diatas 3| tahun; dan/atau
Q)NWajib Pajak tidak dite I ukan; dan/atau
3) Wajib Pajak banglcrUt/ eninggal dunia; dan/atau
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4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

31.Penggd‘longan Kualitas Piutgng Bukan Pajak Khusus untuk . objek

Retribl:lsi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

: a. Kualitas Lancar, jika umur Liutang 0 sampai dengan 1 tahun;

|

b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2
: tahun;
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahlin;
d. Kualiitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

32. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan
Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sarnpéi dengan,

—

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu lebih dari 1

tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan .

pelunasan;

SRR b N S .

c. Kualitas Diragukan, apabila) dalam jangka waktv 2 tahun terhitung.

sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

TR

d. Kualitas Macet, apabila|dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan -

pelunasan.

33. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan
. NPIEWN
Retribusi, dilakukan dengan ketentuan: {_»oWan \)AN—RM, %u\,(f\l'\ ‘WAl 2y ﬁ) .

|

No | Kualitas Piutang | TTaksiran Piutang Tak Tertagih’
‘
a | Lancar 0,5 %

.
o
it

1.

by
i,
L
\p

b | Kurang Lancar 10 %

¢ | Diragukan 50 %

d | Macet ‘: 100 %

) Catatan‘; disesuaikan dengan k

!

D

bijakan pemda sctempat.

|
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F 34 Penyilsihan Piutang Tidak Ter

sebesar:

. Kualitas Diragukan sebesa

. Kualitas Macet

36. Penyisihan Piutang Tidak T

. 100% (seratus perseratu

quakan Akuntansit Plutang

a. Kualitas Lancar sebesar 0 %;

RTAGIH

tagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

. Kualitas Kurang Lancar s¢besar 10 % (Sepuluh Persen) dari piutang

kuahtas kurang lancaq setelah dikurangi dengan nilai agunan atau

n11a1 barang sitaan Ulka ada);

. Kualitas Diragukan sebescxr 50 % { Lima Puluh Persen) dari piutang

denoan kualitas dlragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan

atau nilai bararg sﬁéém (jika ada); dan

.kuahtas Macet 100%| (seratus perseratus)

kualitas macet setelah d

barang sitaan (jika ada)

|
. Penyisihan Piutang Tidak Te

Kualitas Lancar sebesar 0 9

b. Kuélitas Kurang Lancalr S€

kualitas kurang lancar|se

nilai barang sitaan (jikajad j);

dari piutang dengan

kurangi dengan nilai agunan atau nilai
rtagih untuk objek Retribusi, ditetapkan

0
besar 10% (Sepuluh Persen) dari piutang

relah dikurangi dengan nilai agunan atau

r 50 % (Lima Puluh Persen) dari piutang

dengan kualitas diragukan seteiah dikurangi dengan nilai agunan

atau nilai barang sitaan| (jik
100% (S
kualitas macet setelah| di

barang sitaan (jika ada).

}
!

~

Retribusi, ditetapkan sebesar

ca ada); dan
cratus perseratus) dari piutang "dengan

kurangi dengan nilai agunan atau nilai

ertagih untuk objek bukan pajak selain

. 0% dari Piutang dengan kualitas lancar;

. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi
|

dengan nilai agunan atéu nilai barang sitaan (jika ada);

. 50 % dari Piutang den%an kualitas diragukan setelah dikurangi

dengan nilai agunan atellu nilai barang sitaan (jika ada); dan

setelah dikurangi- dengén

ada). ’
!

Pemermtah Kota

s) dari Piutang dengan kualitas macet

nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika




dibebankan.

peny131han piutang tidak terta
39.
tidak perlu dilakukan jurnal ﬁ
CalK,  namun bila kualita
penamtbahan terhadap nilai p
sel
ab
ka

selisih jantara angka yang
Sebaliknya, ag

akibat yrestrukturlsam
l

saldo éwal

ma

seharusnya disajikan dalam

. | :
lE PEMBERH\ENTIAN PENGAKUAN

41. Pemberhentxan pengakuan) at

dan beptuk yang diterapuh
Secara umum penghentian

tunai (pelunasan) atau r

tersebut selesai/lunas.

42. Pemberhentian pengakuan

(write down).
. Penghapusbukuan piutang

merupakan proses dan keput

piutang dapat dipertahankar

44, Penghapusbukuan piutang tid

. Penghapusbukuan piutang me

piutang. |[Keputusan dan/atau
sah untuk bukti akuntansi p

- 46. Kriteria penghapusbukuan piu

akan Akuntansi Piutang

O

penyisihan piutang tidak tert

ne

pe:

nel

P
dengan dua cara penghapusta

y idalah kebljakan
1 S¢

penavxhan p1utang dan han

pencatatan darl mtrakomptallyel,

piutang.’ Penghapusbukuan: pit

atau keiputusan pejabat Qarll

eng

- Pemerintah Kota Ten

37. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru

i
|

38. Penpatatan transaksi peny151han Plutang dilakukan pada akhir perlode
pelapordn apabila masih ter&apat saldo piutang, maka d1h1tu;_1g nilai
gih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabilg kualitas piutang masih samai pada tanggal pelaporan; maka

enyesuaian cukup diungkapkan d1 dalam
5 piutang menurun, maka dilakukan
enyisihan ‘piutang tidak tertagih sebesar
1arusnya disajikan dalam neraca dengan
la kualitas piutang meningkat misalnya
dllakukan pengurangan terhadap nilai
agih sebesar selisih antara angka yang

raca dengan saldo awal.

1

as piutang dilakukan berdasarkan sifat

.dalam pen]elesauan piutang dlmaksud

ngakuan plutang dengan cara rnembayar

aksanakan sesuatu sehmgoa tagihan

utang séléin pelunasan juga dikenal
gihan (write-off] dan penghapusbukuan

!
}

: intern manajemen
usan akuntansi yang berlaku agar nilai
suai dengan net realizable value-nya.

ak secarai otomatis menghapus keéiatw
va diméksudkan berarti pengélihan
menjadi ekstrakomptabel.

rupakan konsekuensi penghapustagihan
itang dibuat berdasarkan berita acara
E berwenang untuk menghapustagih
Berita Acara merupakan dokumen yang
‘fhapusbukuan

t;mg, adlah sebagai berikut :

i
RSB

nate
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|
(
i
{
|

a. Penghapusbukuan harus

daripada kerugian pengheltpu

1) Me%beri gambaran oby'ekt'

akuntansi dan entitas pela
2) Mer}nberi gambaran elgli't
\

ekuitas.

3) Mengurangi beban admini

F:)ukuan.

emberi manfaat, lebih besar

yang

if tentang kemampuan keuangan entitas
|

poran.

as lebih obyektif, tentang pehufunan

strasi/akuntansi, untuk mencatat hal-

hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

. Perlu | kajian yang menda

lam

!

teﬁtang dampak hukumi dari

penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu,

sebelum difinalisasi dan di

penghgpusbukuan.
!

. Penghapusbukuan berdasad%

yang berwenang menyatakaﬁ

buku (write off]. Pengambil ke

keputusan realktif (tidalz beriig'

ajukan kepada pengambil kgpuéusan

an keputusan formal otoritas tertinggi
hapus tagih perdata dan atau hapus
putusan ipenghapusbul«:uan melakukan

isiatif), berdasar suatu sistem nominasi

untukt; dihapusbukukan |atz

melakdkan analisis dan ushls
| ‘

s usulan berjenjang yang bertugas

penghapusbukuan tersebut.

.Penghapustagihan suatu plutan harus berdasarkan berbagai kriteria,

prosedur: dan kebijakan yang

enghasilkan keputusan hapus taglh

yang defensu’ bagl pemerintah se ara hukum dan ekonomik.

.Penghapustagman piutang dll:
perundang undangan yang ber]
penagihan yang dilakukan oleh
gagal maka penagihannya harT

satuan kerja yang bersangku:tan

dengan di;beri catatan bahwa}t p

|

Apabila mekanisme penagi‘ihéﬁ

berdasarkan

dilakukan penghapustagihan.'; Bce

dokumen ataui st

sanakan sesuai dengan peratﬁran
aku. Oleh karena itu, apabila upaya
satuan kerja yang berpiutang sendiri
s dilimpahkan kepada KPKNL, dan
tetap mencatat piutangnya di neraca
enagihannya dilimpahkan ke KPI{CNL.
I KPKNL tidak berhasil,
irat keputusan dari KPKNL, dapat

1 melalui

srdasarkan Undang undang Nomor 1

tahun 20C4 tentang Perbendal}larg

|




SO.i{riteria Pehghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah

i
sebagai berikut: "

i
i

:;1. Penghapustagihar{ karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang

kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan
| yang lehih dalar“n. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu °
‘ !

© membay:ir,

b. Penghajistagihan| sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra
- penagih menjadi lebilh baik, memperoleh dukungan moril lebih Juas

" menghadapi tugasimasa depan.

c. Penghapustipihan|sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan

sitiras takmungkin teftagih melihat kondisi pihak tertagih.

. Penghapustagihan| untuk  restrukturisasi  penyehatan  utang,

misalnya pcrnghapuéan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi

 menjadi pokok kredit |baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga

Fleredit.

|
e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau
{iidak mungkin diteJapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi -
{

eenjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutaﬁg), jaminan
“dilelang. ‘

f. Penghapustagihan | sé€suai hukum perdata umumnya, hukum

kepailitan, hukum| industry (misalnya industri keuangan dunia

b

industri perbankan}, hukum pasar modal, hukum pajak, melakulkan

benchmarking kebijakan /peraturan write off di negara lain.

g. Peﬁghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin
dibatalkan, apabﬂa] telah diputuskan dan diberlakukan, kecual
cacat hukum. Penghapusbukuan (writedown maupun write off]
Zmasuk esktrakomptabe] dengan beberapa sebab misalnya kesalahan
administrasi, konditsi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai
mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain
Qengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif

intrakomtabel.

] e T ——_—
by
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51.

52.

53.

54.Terhadap kejadian adanyal

. PENGUNGKAPAN :

Pintang

disajikan dan I
mengénai
Laporan Keuangan. Inforrﬁas‘l

a. Kebijakan akuntansi ye

dan pengukuran piutan

b. rincian jenis-jenis, sald

kolektibilitasnya;
c. penjelasan atas penyeles
d. jaminan atau sita jamin

Tuntutan ganti rugi/tt
diungkapkan piutang yar

melalui cara damai maupu

Penghz}\ipusbukuan piutan
Catatairl atas Laporan Keu
perlu diungkapkan misaln
dan

nomor tanggai

pertimbangan penghapu

dianggap perlu.

kemudian hari diterima pem

tersebut dicatat sebaga
bersangkutan dengan !
Pajak/PNBP atau melalui
dari jepis piutang.

|
I
|

l{

diungkapkan secara memadai. Informasi

akun piutang diﬁngkapkan secara cukup dalam Catatan Atas

dimaksud dapat berupa:

ang digunakan dalam penilaian, pengakuan

menurut umur untuk mengetahui tingkat

Saian piutang;

an jika ada.

intutan  perbendaharaan juga harus
1g 'masih dalam proses penyelesaian, baik
n ; engadilan.

g harus diungkapkan secara cukub dalam
1aﬁgan agar: lebih informatif. Informasi yang
‘Jenis piutang, nama debitur, nilai piutang,
dasar

1tusan -penghapusan piutang,

ykuan dan penjelasan lainnya yang

piutang yang telah dihapusbuku, terriyata di
bayaran/ pelunasannfya maka penerimaan
i |penerimaan kas pada periode yang
awan perkiraan penerimaan pendapatan

akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung

LA T T S T Y ST TGRSR R TRt
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Kbejakan Akuntansi Persediaan - Pemen'r{tah-lg{ota Termate

dalam laporan keuangan.
|

Persediaan adalah aset

yané dimaksudkan untuk

Pernyataan kebijakan ini
Pemerintah Kota Ternate)
APBD, tidak termasuk pery

:PERSEDIAAN

J: Mengatur perlakuan akunpan':si persediaan yang dianggap p‘erlu: disajikan |

1. Keblijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan

disaj'ikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

|berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
yang memperoleh anggaran- berdasarkan
sahaan daerah. |

lanicar dalarh bentuk barang atau periengkapan

mendukung kegiatan operasional pemerintah

daer{ah,A dan barang-baranﬁ; yang diinaksudkan untuk dijual dan/ataﬁ

diserahkan dalam rangka

Standar.

PENGAKUAN

5. Persediaan diakui pada saat|:

|

a. potensi manfaat ekonom

dan inempunyai niiai at
b. diterima atau hak

beérpindah.

6. Pengakuan persediaan

berdasarkan hasil inventar
|

PENGUKURAN

7. Metode pencatatan pers
penglflkuran persediaan

keuarllgan dilakukan

Persédiaan diklasiﬁkasikaﬁ

berdasarkan,  hasil

TN AN T A B A AN

pelayanan kepada masyarakat.
sebagai: mana diatur dalam Bagan Akun
{ . .

t

i masa depan diperoleh pemerintah daerah

au biaya yé\ng dapat diukur dengan andal; -

kepemilikanfnya dan/atau kepenguasaannyva

pada akhir periode . akuntansi, dilakukan

isasi fisik.

ediaan dilakukan secara periodik, maka

pada saat periode penyusunan laporan

inventarisasi dengan

S S A D N A A YA B AU SS SV ST AN
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menggunakan harga perolehan| terakhir /harga pokok produksi

terakhir/nilai wajar. :
| -
8. Persediaan disajikan sebesar: !

a. Biaya f?erolehan apabilai d{peroleh dengan pem‘beh’an.‘ Biaya
perolehan persediaan melipl.iti harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya pénanganan dan bia}lfa lainnya yang secara langsung dapat
dibebankan pada perolehan|persediaan. Potongan harga, rabat, dan

lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

| .
b. Harga pokok produksi agabda diperoleh dengan memproduksi
sendiri. Harga pokok produﬁ«:si persediaan meliputi biaya langsung
yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak

. . | . .
langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh [dengan cara lainnya seperti donasi.
rarga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian  kewajiban ant?tr pihak yang memahami dan

berkeinginan melakukan trarnsaksi wajar (arm length transaction).

‘B

i

k D PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

9. Persediaan disajikan sebagai bagiah dari Aset Lancar.

10. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan:

a. persediaan seperti barang atau periengkapan yang digunakan dalam
pelayanan masyarakat, barang|atau perlengkapan yang digunakan
dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakdt, dan barang yang masih dalam

proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat; dan |

b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

|
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: penilaian kembah dan penurunan m]

} ‘

“ Ruang Lingkup

;KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TET

‘}:Mengatur perlakuan akuntansi; ur

penentuan nilai tercatat, serta pen

4.

Kebijakan akuntansi ini diterapl;

dalam laporan keuangan untu

disajikan dengan basis akrua
akuntansi dan entitas pelaporar

perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini me

pemerintah daerah yang melipi

penilaian, Tpenyajian dan pengung

Aset tetapltidak diterapkan un

a. Hutan dan sumber daya al

l.I<

g p!

ai tercatat‘aset tetap.

tui{:

‘AP

1tuk aset tetap meliputi pengakuan,

entuan dan perlakuan akuntansii atas

an dalam penyajian seluruh aset tetap
ke tujuan umum yang disusun ;dan
(ebijakan ini diterapkan untuk entntas

1 pemenntah daerah, tidak termasuk

ngatur perlakuan akuntansi aset tetap

©ti definisi, pengakuan, pengukuran,

kapan aset tetap.

natural resources).
b. Kuasa pertambangan, eks

gas alam, dan sumber

diperba:hami (non- regenerativ

Hal ini 'berlaku- untuk

plo
day

asg

mengembéngkan atau memeliha

dalam butir a dan b di atas dan d

tersebut.

yang dapat diperbaharui (regenerative

rasi dan penggalian mineral, min?yak,
yva alam serupa yang tidak dapat

e natural resources).

:t tetap yang digunakan untuk
ra aktivitas atau aset yang tercakup

apat dipisahkan dari aktivitas dan aset

Aset tetap adalah aset berwu jud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk

daerah atau dimanfaatkan oleh m

digunakan dalam kegiatan pemerintah

asyarakat umum.

Biaya peroleban adalah ju

atau nilai{wajar irnbalan lain

lak

i
kas atau setara kas yang dibayarkan

yang diberikan untuk memperoleh suatu

aset pada'saat perolehan atau k'onstruksi*sarnpai dengan aset tersebut

dalam kondisi dan tempat yan

g siap untuk dipergunakan.

REPEOEHTALLIIEIIAL bt
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Masa manfaat adalah:

a. Periode suatu aset

Nilai sisa adalah jumlah neto
i akhir masa manfaat suatu 2

pelepasan.

8 Nilai tercatat adalah nilai ébul

perolehan suatu aset tetap seteld

}: 9. Nilai wajar adalah nilai tukar

f? : antara pihak yang memahami

. . |
transaksi wajar. 1
|

10. Penyusutan adalah alokasi Eyar
“ yang dapat disusutkan (Deprl'eci

tetap yang bersangkutan.

[ap
[y

. Konstruksi dalam pengeriafan

dalam proses pembangunan.

12. Kontrak konstruksi adalah| p

erat satu sama lain atau sali

1 13. Kontraktor adalah suatu e:nti

konstruksi. E

!

kontrak.

dengan rpihak ketiga untuk

'

konstruksi.

diharapkan

digunakan untuk aktivitas

pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
b. Jumlah produksi atac unit serupa yang diharapkan diperoleh dari

aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

yvang diharapkan dapat diperoleh pada
set setelah dikurangi taksiran biaya

cu aset tetap, yang dihitung dari biaya
1h dikurangi akumulasi penyusutan.
aset tetap atau penyelesaian kewajiban

dan berkeinginan untuk melakukan

1g sistematis atas nilal suatu aset tetap

able Assets) selama masa manfaat aset
adalah aset-aset tetap yang sedang

erikatan yang dilakukan secara khusus

! untuk konstruksi suatu asetlatau suatu kombinasi yang berhubungan

ng tergantung dalam hal rancangan,

teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

tas yang mengadakan kontrak untuk

membangun aset atau mernb:erikan jasa konstruksi untuk kepentingan

entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak

» 14, Uang muka kerja adalah%jumlah yang diterima oleh kontraktor

sebelum pekerjaan dilakukan? dalam rangka kontrak konstruksi.

.15, Klaim adalah jumlah yang aim,inta kontraktor kepada pemberi kerja

sebagal penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai

16. Pemberi kerja adalah entités yang mengadakan kontrak konstruksi

membangun atau memberikan jasa

; 17 Retensi ‘adalah jumlah termin

i D e

(progress billing) yang belum dibayar

ML ISR,




hingga: pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk

pembayaran jumlah tersebut.

}{ 18. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan
yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun

yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

-19. Aset tetap d1klas1ﬁkas1kan berdasarkan kesamaan dalam sifat arau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset teﬁap adalah
sebagai berikut : | ‘
a. Tanah; .

I b. Peralatan dan Mesin;
Gedung dan Bangunan; {

)

c

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan'
e. Aset Tetap Lainnya;

f

|
|
Konstruksi dalam Penger|J

F’

;' 20. Tanah yang dikelompokkanisebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh
: dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah

dan dalam kondisi siap dipakali.

21. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yaung
diperoleh dengan maksud iuntuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kond:isi siap dipakal.

}. 22. Peralatan dan mesin mencalllkup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
: ~alat elektonik, inventaris kiantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatrjya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

dalam kondisi siap pakal. |

J 23. Jalan, irigasl, dan jaringan|me¢ncakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh

pemerintah dan dalam kondisi

. Aset tetap lainnya mencakup as

|
ke dalam kelompok aset tetap

untuk kegiatan operasional pe

siap dipakai.

et tetap yang tidak dapat dikelompokkan
i atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan

ierintah dan dalam kondisi siap dipakal.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam

1
proses pembangunan namun

selesai seluruhnya.

pada tanggal laporan keuangan belum

. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

pernermtah tidak memenuhll dLﬁnisi aset tetap dan harus disajikan di

TEMUBANT LMTAE
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. PENGAKUAN ASET TETAP

I 27.

| 28.

i 29.

30.

pos aset lainnya sesuai dengan r

| .
Pada umumnya aset tetap !dia

1ilai tercatatnya.

kui pada saat manfaat ekonomi masa

' |
depan dapat diperoleh dan nlilainya dapat diukur dengan handal. Untuk

dapat diakui sebagai aset teta{p harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

. Berwujud; ‘

a
b. Mempunyai masa manfaat: lek[_i‘h dari 12 (dua belas) bulan;

Biaya perolehan aset dapat di
Tidak dimaksudkan untuk dij

= o o o

kur secara andal;

ual dalam operasi normal entitas; dan

Diperdléh atau dibangun dengjgan maksud untuk digunakan;

Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang terscbuit emenuhi batasan minimal kapitalisasi

aset tetap yang telah ditetapk

Namun demikian, dengan |pertimbangan biaya dan manfaat serta

kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada

saat realisasi belanja modal.

Dalam menentukan apakah éuatu aset tetap mempunyai manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi

masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung

maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat

tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi
| '

pemerintah. Manfaat ekonorfni

masa depan akan mengalir ke suatu

|
entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat

dan menerima risiko terkait. }Kepastlan ini biasanya hanya tersedia jika

manfaat dan risiko telah diter

ima entitas tersebut. Sebelum hal ini

terjadi, perolehan aset tidak d:apat diakui.

Tujuan utama dari peroiehau!’m aset tetap adalah untuk digunakan cleh

pemerintah dalam mendukﬁmg

dimaksudkan untuk dijual. |

kegiatan operasionalnya dan bukan

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya

berpindah. !

|

bahwa telah terjadi perpinda}}an

secara hukum, misalnya ;sert,iﬁkat tanah dan bukti

siARkehijnkan Akuntansi Aset Tetap - Pemerintah Kota Ternate

. Saat pengakuan aset akan |dapat diandalkan apabila terdapat bukti

hak kepemilikan dan/atau penguasaan

kepemilikan
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kendaraan bermotor. Apabila pefolehan aset tetap belum didukung

dengan bukti secara hukum dik

|

renakan masih adanya suatu proses

administrasi yang diharuskan| seperti pembelian tanah yang masih

haris diselc?sai1<an proses jual béli
instansi bex;wenang, maka aset teg
terdapat bfukti bahwa penguasa
berpindah, ?misalnya telah terul'ad

sertifikat tanah atas nama pemilik-

| i
Batasan Jumla;h Biaya Kapitalisasi (

Awal Aset Tetap.

32. Nilai Satuan Minimum Kapitalis

(akta) dan sertifikat kepemilikannya di
tap tersebut harus diakui pada saat
an atas aset tetap tersebut telah
pembayarar dan penguasaan atas

sebelumnya.

Capitalization Treshold) Perolehan

sasi_Aset Tetap adalah pengeluaran

pengadaan | baru dan penar{nbe

|
pengembangan, reklasifikasi, renov
{

han nilai aset tetap dari hasil

asi, perbaikan atau restorasi.

33. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah

perolehan suatu aset harus dikapit

alisasi atau tidak.

34. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolchan aset tetap

berupa peralatan dan mesin dan
unitnya sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sebesar Rp

aset tetap lainnya adalah nilai per

1.000.000,00 ke atas.

b. Aset tetap lainnya seperti bara:rg bercorak budaya/kesenian, hew;em,

ternak, tanaman, buku-buku 'perpustakaan, dan aset tetap lainnya

tanpa batasan nilai tertentu.

35. Nilai satuan minimum kapitalisasi
konstruksi sebesar Rp 10.000.000,

!

aset tetap atas perolehan aset tetap

DO ke a:aé.

36. Kapitaslisasi Aset sebagaimana di jelaskan pada paragraf 34 dan 35

berlaku untuk asset yang diperoleh

Pengukuran Aslet Tetap

sejak tahun 2015.

! f S o
37. Aset tetap dinilai dengan biaya |perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidalk memungkinkan maka nilai

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

38. Untuk tujuan pernyataan ini ﬁenggunaan nilai wajar pada saat

)

perolehan untuk kondisi pada péragraf 36 bukan merupakan suatu

proses penilaian kembali {revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya

perolehan.Penilaian kembali ye‘mg

| 2

penilaian _untuk periode pelapor

dimaksud hanya diterapkan pada
selanjutnya, buk'a saat
~ Hal 47
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; 40. Biaya | perolehan aset tetap

41. Untuk keperluan penyusun

| Komponen Biaya

- 42. Biaya perolehan suatu aset

43. Contoh biaya yang dapat diatri

perolehan awal.

pertukaran dengan

dikonstruksi/dibangun s;erndiri,

diandalkan atas biaya daﬁat

dengan entitas tersebut untuk

.Penguﬁuran dapat diperi;iimbangkan ‘andal bila terdapat transaksi
buk

mengidentifikasikan biayanya.

ti pembelian aset tetap

yang
Dalam keadaan suatu aset yang
suatu pengukuran yang dapat
diperoleh dari transaksi pihak eksternal

perolehar: bahan baku, tenaga kerja dan

|
biaya lgin yang digunakan dalam proses konstruksi.
i

yang dibangun dengan cara swakelola

meliputi biaya langsung ulntilk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya

tidak termasuk

|

langsung

biaya perencanaan dan pengawasan,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya

yang terjadi berkenaan dengaﬁ pembangunan aset tetap tersebut.

perolehan aset tetap yang d
neraca awal tersebut disusy
tanggal neraca awal, atas pg
menggunakan biaya peroleha
tidak ada.

konstruksinya, termasuk
diatribusikan secara langsung
yang membuat aset tersebut

dimaksudkan.

. blaya perencanaan;

a
b. biayé lelang;

o

biaya persiapan tempat;

/e

biaya pengiriman awal (i

an neraca awal suatu entitas, biaya
igunakan adalah nilai wajar pada saat
in. Untuk periode selanjutnya setelah
crolehan aset tetap baru, suatu entitas

n atau harga wajar bila biaya perolehan

tetap terdiri dari harga belinya atau

bea impor dan setiap biaya yang dapat

dalam membawa aset tersebut ke kondisi

dapat bekerja untuk penggunaan yang

busikan secara langsung adalah:

nitial delivery) dan biaya simpan dan

bongkar muat (handling cosy);

e. biay%l pemasangan (instalatipn cost);

f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan

g. biaya konstruksi.

44. Tanah diakui pertama kali seb

ljakan Akuntansi Aset Tetap - Pemerintah Kota Ternate

esar biaya perolehannya. Biaya perolehan

VI

Hal 48
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mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
A dikeluarkan dalam rangka| memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan? dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai
tanah tersebut siap pakai.l‘ I\iilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua
yang terletak pada tanai'l yang dibeli tersebut jika bangunan tua

J

tersebut dimaksudkan unpuk dimusnahkan.

45. Biaya . perolehan peralatan| can mesin menggambarkan jumlah

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan

( mesin tersebut sampai sia';p pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
|

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung

lainnya untuk memperolelﬁ dan mempersiapkan sampai peralatan dan

mesin tersebut siap diguna;kax

46. Biaya perolehan gedung dEan bangunan menggambarkan seluruh biaya

[

yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai
siap pakai. Biaya ini antara|iain meliputi harga pembelian atau biaya
1 konstruksi, termasuk biaya| pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

47. Biaya perolehan jalan, jariljngan,dan instalasi menggambarkan scluruh
biava yang dikeluarkan unt::uk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi
sampai siap pakai. Biaya: ini meliputi biaya perolehan atau biaya
konstruksi dan biaya-biaya | lain yang dikeluarkan sampai jalan,

- jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

48. Biaya perolehan aset tetap |lainnya menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

49. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu

komponen biaya aset tetap |sepanjang biaya tersebut tidak dapat

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau

membawa aset ke kondisi lkeijanya. Namun kalau biaya administrasi
|

dan umum tersebut dapat Lliatribusikan pada perolehannya maka

merupakan bagian dari perél‘ehan aset tetap.

50. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan

aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal
pengadaan lebih dari satu iaset dilakukan secara proporsional dengan
nilai aset. ‘l
51. Biaya perolehan suatu aset |yang dibangun dengan cara swakelola

ditentukan menggunakan plringip yang sama seperti aset yang dibeli.

an ra%at dikurangkan dari harga pembelian.

: ‘Hebijakan Akuntansi Aset Tetap - Pemerintah Kota Ternate Hal 49

52. Setiap ﬁdtongan dagang d




I bersangkutan. '

f berdasarkan perbandingan |

# 56. Aset tetap yang digunakan

|
|
!
!
|
|
i

Penilaian Awal Aset Tetap

l

berdas\arkan biaya perolehan.

1
: !

Perolehan/ Secara Gabungan |

gabungan ditentukan dengan

v
i

Aset Tetap Digunakan Bersama.

55. Aset yang digunakan beréé

pengakuan aset tetap bersa
Akuntansi yang melakukarr P

terhadap aset tetap tersebuti

penggunaan  oleh

Gubernur/Bupati/Walikota

53. Barang berwujud yang rnel"menuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu
I

aset dr::m dikelompokkan seb,jgai aset tetap, pada awalnya harus diukur

54. Biaya perolehan dari m:s\illg-masing aset tetap yang diperoleﬁ secara

mengalokasikan harga gabungan tersebut

nilai wajar masing-masing aset yang

ama oleh beberapa Entitas Akuntansi,

engelolaan (perawatan dan pemeliharaan)
yang ditetapkan dengan surat keputusan

selaku  Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

pemeliharaan) hanya oleh Enti

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos

57. Pengakuan aset tetap akibat

ketiga berupa fasilitas sos’ifl dan fasilitas umum
€

pengakuan aset tetap dilak\.}

Terirna (BAST) atau diakui padl

o58. Aset tetap yang diperoleh

bersama, pengelolaan (perawatan dan

|

ras Akuntansi dan tidak bergantian.

Fasum

dari perjanjian kerja sama dengan pihak
(fasos/fasum),
an setelah adanya Berita Acara Serah

a saat penguasaannya berpindah.

dari penyerahan fasos fasum dinilai

berdasarkan nilai nominal jyang tercantum Berita Acara Serah Terima

(BAST). 'Apabila tidak tercarlltﬁx

fasum dinilal berdasarkan nilal

m nilai nominal dalam BAST, maka fasos

wajar pada saat aset tetap fasos fasum

dipernleh.

|
i+ Pertukaran]iAset (Exchange of Assets)
‘ 4

sebagian aset tetap-yang tidak.

semacam itu diukur berdas

dengan jiumlah setiap kas atsiTtu'

:;? {)(ebijakan Akuntansi Aset Tetap - Pemerintah Kota Ternate

59. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran

serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos

arkan nilal wajar aset yang diperoleh, yaitu

nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan

Feta.ra kas yang ditransfer/diserahkan.

TR ST,

Hal 50
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1 aset yan;g dilepas.

|

(written down) dan nilai setels

Dalam kondisi seperti ini, aset'y
tersebut merupakan nilai aset
atas aset yang serupa termasul

khusus, dan kapal terbang.

Aset Donasi

pemerintah daerah. Tanpa per
I

kepemilikannya secara hukum,

64. Tidak termasuk aset donasi,

nilai wajar pada saat perolehan.

60. Suatu ;aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang se%rupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar
yang serupa. Suatu aset tet p juga dapat dilepas dalam pertukaran
dengan kepemxhkan aset yang erupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada
keuntur‘lcan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset

yang baru diperoleh dicatat sepesar nilai tercatat (carrying amount) atas

A 61. Nilai wajar atas aset yang |diterima tersebut dapat memberikan bukti

adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas.

rang dilepas harus diturun-nilai-bukukan
1h diturun-nilai-bukukan (written down)
yang diterima. Contoh dari pertukaran
« pertukaran bangunan, mesin, peralatan

Apabila terdapat aset lainnya dalam

pertukaran, misalnya kas, i/mgka hal ini mengindikasikan bahwa pos

yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

62. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar

63. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan
suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah

memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit

syaratan apapun. Penyerahan aset tetap

tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan

seperti adanya akta hibah.

apabila penyerahan aset tetap tersebut

dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah.

Sebagai contoh, satu perusaha

pemerintah  daerah dengan

|

1 |
66. Pengeluaran

| Kebijakan Akuntansi Aset Tetap ~ Pemerintah Kota Ternate

setelah per(%leh
!

n swasta membangun aset tetap untuk

persyaratan kewajibannya kepada

pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut

harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

65. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi,

maka perolehan tersebut diakui|sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehanl(Subsequer}t Expenditures)

an gwal suatu aset tetap yang

e L L A ]

Hal 51




1
|
¥ ; l i i
b memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi
)

rnanfrlaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapa'sitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi,
3 penambahan fﬁngsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya
sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus

ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

67. Tidak terrmasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau

3 oo

memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas/volume, peningkiatan efisiensi, peningkatan mutu produksi,
atau peningkatan standar :,kinexja'adalah pemeliharaan/perbaikan/
penambahan yang meru!pakan pemeliharaan rutin/berkala/ terjadwal
atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap
tersebut agar berfungsi Eaik/nornial, atau hanya untuk sekedar

i memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

68. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah
perolehan yang dimaksud|adalah sebagai berikut: .

a) Pemeliharaan konstruksi| meliputi gedung dan ‘bangunan, jalan,

irigasi, jaringan sebesar Rp.10.000.000,00 ke atas.

b) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Pengukufan Berikutnya (Subseguent Measurement) Terhadap Pengakuan
Awal

69. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penimsutan. Apabila terjadi kondisi yang
memﬁngkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan

dengan penyesuaian pada|masing-masing akun aset tetap.
Penyusutan

70. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus
(straight line method).

71. Nilai penyusutan untuk mésing—masing periode diakui sebagai beban

penyusutan dan dicatat pade'i Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai

pengurang nilai aset tetap.

72. Masa fnanfaat untuk menghifchng tarif penyusutan untuk masing-masing

kelompok aset tetap adalah s’ebagai berikut:

i 0 e e e e RO IR e 2t
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Masa Manfaat Aset Tetap

bi jakan Akuntansi Aset Temp Pemerintah Kota Ternate

0 ; ‘Masa
b ‘Kodefikasil | Uraian Manfaat
! - : ( Tahun)
113 ASET TETAP '
‘ 1/3]2 i | Peralatan dan Mesin
i 50113 ({2| 01 | Alat-alat Besar Daralt 10
Fl1/3]2] 02 | Alat-alat Besar Apung 8
. 1{3{%| 03 | Alat-alat Bantu | ' 7
1/3[2| 04 | Alat Angkutan Darat Bermotor '
1{3|2]| 05 |Alat Angkutan Darat tak Bermotor 7
1113|2]| 06 |Alat Angkut Apung' bermotor 10
111312] 07 | Alat angkut Apur'w ak bermotor
1{3(2| 08 |Alat Angkut bermotor udara 10
1312 09 |Alat Bengkel Bermesin 10
(113 [2] 10 | Alat Bengkel tak bermesin S
1(3[2] 11 |Alat Ukur 7
11]3|%| 12 |Alat Pengolahan Pertanian 7
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Peny1mpan
1/312! 13 | Pertanian 4
11132 14 | Alat Kantor $8 |
1113]2] 15 | Alat Rumah Tangga ]
‘11132 16 | Peralatan Komputer 3
{113]2] 17 | Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat S
1113]2] 18 | Alat Studio ' S
113{2] 10 | Alat Komunikasi; 3
1132 20 | Peralatan Pemar{car 10
1[3]2] 21 |Alat Kedokteran| 5
111312 22 | Alat Kesehatan 3
11321 23 | Unit-unit Laboratorium 8
1]3|2]| 24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
1/3]2] 23 | Unit Alat Laboratorfum Kimia Nuklir 10
1 Lig 26 | Alat Laboratorium Fisika NuklirLElektronika 10
1132 27 | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Llngkungan 10
Radiation Aplication and Non Destructive
111312 28 | Testing Laboratory (BATAM) 10
13 |2 29 |Alat Laboreatorilim|Lingkungan Hidup |
1]3[2| 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 10
1/3(2| 31 |SenjataApi | | 10
1{3|2]| 32 | Persenjataan Non Senjata Api S
1113]|2]| 33 | Alat Keamanan dan Perlindungan 3
411133 . | Gedung dan Bangunan '
. h - |1]3]3| 01 |Bangunan GedungTempat Kerja 25
;4 [1]3[3| 02 |Bangunan Gedung(Tempat Tinggal 25
1/3|3]| 03 | Bangunan Mendra ‘ 10
- 1{3]2| 04 | Bangunan Bers¢jarah ]
133} 05 | Tugu Perihgatar,{ ' 7
1{3|3]| 06 | Candi I -
1{3|3}| 07 |Monumen/ Ban@nan Bersejarah '
1/3]3| 08 | Tugu Permg@tan Lcun SO
1{3]3] 09 ’I‘ugu Titik kontrol [Pasti _




i1113]3] 10 | Rambu-rambu 10
51113 ]3| 11 | rambu-rambu Lald Lintas Udara ' 50
1/3|4] . Jalah,irigasi; dan Jarihgan
1(3]4] 01 |Jalan i | 50
""" 1113]4]| 02 | Jembatan | L , 50
#1134 | 03 |Banguanan Air Irigasi . 50
41]814| 04 |Bangunan Air Pasang Surut 50
#1]3|4| 05 | Bangunan Air Rawa B :
: Banguanan Per‘igal;fnan Sungai dan
11314 | 06 |Penanggulangan Bencana alam 10
X Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air
“11/3]4| 07 | Tanah t 30
1]/3 4| 08 | Bangunan Air Bersih/Baku 50
:1113]4| 09 | Bangunan Air Kotor 50
{11134 ] 10 | Banguanan Air]| 50
'11]3}4 ] 11 |Instalasi Air Minum/Air Bersih 50
:11:.3]4 | 12 |Insatalasi Air Kotor S0
1 1({3]4] 13 [Instalasi Pengolahan sampah 50
‘111314 14 |Instalasi Pengolahin Bahan Bangunan S0 |
1{3]4! 15 |Instalasi Pembangkit Listrik 50
1/314]| 16 |Instalasi Gardu Listrik _ ' 50
1[3 4| 17 |Instalasi Pertanahstrik _ 1 50
113]4| 18 |Insatalasi Gas 50
1134 19 |instalasi Pengaman 50
1/3|4| 20 |Jaringan Air Minum 50 |
1314 ! 21 |jaringan Listrik 50
1 3|4 ]| 22 |Jaringan Telepon 50
1]3|4| 23 |Jaringan Gas | 50
73. Aset tetap berikut tidak dtjsusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam

pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

74. Aset Tetap yang direklasilﬁk sikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca

l

berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan

sebagaimana layaknya Aset Tetap.

75. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan

sebagai Aset Lainnya berupa |
|

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumensumber

yang sah dan telah |diusulkan kepada Pengelola Barang untuk

dilakukan penghapusannya; dan

b. Aset Tetap dalam ko‘ndisi rusak berat dan/atau usangyangtelah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
76. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan

terhadap aset tetap baik! berupa overhaul dan renovasi disajikan pada
|

tabel berikut :




Persentase
. . Penambahan
Renovasi/ Rest.orfasx./ Masa
. URAIAN jEnis | Overhauldari Nilai |0y
! Perolehan (Diluar (Tahun)
; Penyusutan)
Alat Besar
Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30%
! >30% s.d 45%
B >45% s.d 65%
Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30%
! >30% s.d 45%
>45% s.d 65%
Alat Bantu Querhaul >0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
B >45% s.d 65%
Alat Angkutan
Alat Angkutan Darat Querhaul >0% s.d. 25% 1
| Bermotor
! >25% s.d 50%
>50% s.d 75%
B >75% 5.d.100%
Alat Angkutan Darat Tak verhaul >0% s.d. 25% 0
Bermotor
! >25% s.d 50%
>50% s.d 75% 1
>75% s.4.100% 1
Alat Angkutan Apung %erhaul >0% s.d. 25% 1
Bermotor
! >25% s.d 50%
>50% s.d 75% .
, - >75% s.d.100% 6
| e
Alat Angkutan Apung Tak lTenuvasi >0% s.d. 25% 1
“Bermotor
! | >25% s.d 50% e
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% e
Alat Angkutan Bermotor Querhaul >0% s.d. 25% 3
Udara
>25% s.d 50% 6
>50% s.d 75% 9
>75% s.d.100% 12
Alat Bengkel dan Alat Ukur | 3
Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d. 25% ¢
| ! >25% s.d 50% e
- o >50% s.d 75% 3
-+ >75% 5.d.100% e
Alat Bengkel Tak ber Mesin Renovasi >0% s.d. 25% G
) | >25% s.d 50% G
>50% s.d 75% e
>75% s.d.100% 1
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Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% 1
| >25% s.d 50% 1
y L >50% s.d 75% 2
z ] >75% s.d.100% 3
i _
Alat Pertanian ] 1
" Alat Pengolahan 'Ovérhaul >0% s.d. 20% 2
2 >21% s.d 40% 1
, >51% s.d 75% 1
2 1
Alat Kantor dan Rumah >0% s.d. 25% 0
Tangga
Alat Kantor Querhaul >25% s.d 50% 1
2 >50% s.d 75% 1
, - >75% s.d.100% 1
, ] ‘ 2
Alat Rumah Tangga Oarhaul >0% s.d. 25% 0]
! >25% s.d 50% 1
2 >50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
] 1
Alat Studio, Komunikasi dan Overhaul >0% s.d. 25% 1
Pemaricar k
Alat Studio >25% s.d 50% 1
! >50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 1
' 1
Alat Komunikasi Querhaul >0% s.d. 25% 1
! >25% s.d 50% 2
E >50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1
1
Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 256% 2
| >25% s.d 50% 1
] >50% s.d 75% 1
\ >75% s.d.100% 1
1
Peralatan Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% [ ]
Navigasi | | I
‘ >25% s.d 50% 5
>50% s.d 7% 7
>75% 8.4.100% 9
Alat Kedokteran dan (]
Kesehatan
Alat Kedokteran Querhaul >0% s.d. 25% 0
| >25% s.d 50%
| >50% s.d 75% 2
| >75% s.d.100%
-
Alat Kesehatan Umum Overhaul >0% s.d. 25% 0
1 >25% s.d S0% 1
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%
Alat laboratorium
Unit Alat laboratorium Overhaul >0% s.d. 25%
| >25% s.d 50%
>50% s.d 75% 4
>75% s5.d.100%




Unit Alat laboratorium Kimia Querhaul >0% s.d. 25% 3
Nuklir |
! >25% s.d 50%
! >50% s.d 75%
l | >75% 5.d.100%
[
Alat Laboratorium Fisika COverhaul >0% s.d. 25%
! >25% s.d 50% 5
! >50% s.d 75%
! >75% 5.d.100% 8
! ' 5
Alat Proteksi radiasi / Querhaul >0% s.d. 25% 3
Proteksi Lingkungan
[ >25% s.d 50% 3
| >50% s.d 75% 3
f >75% s.d.100% 4
Radiation Application & Non Overhaul >0% s.d. 25% 3
Destructive Testing laborato ‘
P >25% s.d 50% 3
| >50% s.d 75% 4
[ >75% 5.d4.100% 5
| ‘
Alat laboratorium Lingkungan ‘ Overhaul >0% s.d. 25% 3
Hidup :
L >25% s.d 50% 3
L >50% s.d 75% 3
il >75% s.d.100%
Peralatan Laboratorium Qverhaul >0% s.4. 25% 3
Hidrodinamica
. >25% s.d 50% 5
' >50% s.d 75% 7
| >75% s.d.100% 8
Alat latoratorium Querhaul >0% s.d. 25% 2
Standarisasi Kalibrasi &
Instrumentasi
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 5
>75% s.d.100% S5
Alat Persenjataan
Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% 3
‘ >25% s.d 50%
>50% s.d 75% 3
| >75% s.d.100% 3
C 5
Persenjataan Non Senjata Api Renovasi >0% s.d. 25% 3
' >25% s.d 50% 0
' >50% s.d 75% 1
| >75% s.4.100% 3
. '
Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% [
‘ o >25% s.d 50% S
>50% s.d 75% S
>75% s5.d.100% 3
Alat Khusus Kepolisian Overhaul >0% s.d. 25% 3
‘ | >25% s.d 50% 1
' >50% s.d 75% 4
| >75% s.d.100% 2
i
Komputer 3
Komputér Unit Querhaul >0% s.d. 25%
Kota Ternage

MBS
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>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

Peralatan Komputer

Querhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

Alat Eksplorasi

Alat Eksplorasi Topografi

Ol |l -

ver. haul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

Alat Eksplorasi Geofisika

Ove_r aul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

T

>75% s.d.100%

Alat Pengeboian

Alat Pengeboran Mesin

>0% s.d. 25%

Querhaul
1

>25% s.d 50%

T

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

Alat Pengeboran Non Mesin

Renovasi

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s5.d.160%

NN NN AN N[NNI N[ [N NN N[NNI NN N[N = [N NN N |

Alat Produksi Pengolahan dan
Pemurnian

Sumur

Renovasi

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Produksi

Renovasi

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Pengolahan dan Pemurnian

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.4.100%

Alat Baniu Explorasi

Alat Bantu Explorasi

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

-

>75% s.d.100%

'

Alat Bantu Produksi

OverHaul

>0% s.d. 25%

-

>25% s.d 50%

-

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

NV NI WINNDININ[IININ == (DO

Alat keselamatan Kerja

Alat Deteksi

Querhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

WININND] N

Alat Pelindung

Renovasi

>0% s.d. 25% z
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i | Laut

\ >25% s.d S0% 0
' >50% s.d 75% 9
; >75% s.d.100% 9
Alat Sar . Rengvasi >0% s.d. 25% 0
‘ ! >25% s.d 50% L)
>50% s.d /5% 1
>75% s.d.100% 1
Alat Kerja Penerbang Querhaul >0% s.d. 25% 1
‘ \ >25% s.d S0% 9
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 6
Alat Peraga :
Alat Peraga Pelatihan dan Qverhaul >0% s.d. 25% 2
Percontohan ' '
‘ } >25% s.d S0%
: >50% s.d 75% )
: >75% s.d.100%
Peralatan Proses / Produksi !
Unit Peralatan Proses / Qverhaul >0% s.d. 25% 2
Produksi ,
% L >25% s.d S0% 1
I >50% s.d 75%
1 >75% s.d.100%
| Rambu-rambu o
Rambu-rambu Lalu lintas Querhaul >0% s.d. 25% 2
Darat
>25% s.d 50%
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1
Rambu-rambu Lalu lintas Querhnul >0% s.d. 25% 2
Udara
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
— >75% s.d.100% 1
Rambu-rambu Lalu lintas Olverhaui >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50%
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100%
Peralatan Clah Raga
Peralatan Olah Raga Renovasi >0% s.d. 25% 1
1 >25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100% 2
Bangunan Gedung I
Bangunan Gedung Tempat Renovasi >0% s.d. 25% 2
Kerja
>25% s.d S0% 10
>50% s.d 75% 10
\ >75% s.d.100% 10 X
]
Bangunan Gedung Tempat RenoVasi >0% s.d. 20% S
Tinggal
>30% s.d 45% 10
%45% s.d 65% 15
" | Monumen ]
*. | Candi/ Tugu Peringatan / | >0% s.d. 30% 0
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Prasasti

AR

! >30% s.d 45% 10
. >45% s.d 65% 15
l 15
Bangunan Menara
Bangunan Menara Renovasi >0% s.d. 30% S
Perambuan _
1 >30% s.d 45% 10
. >45% s.d 65% 10
Tugu Titik Kontrol / Prasasti
Tugu /-Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30%
1 >30% s.d 45% 10
. >45% s.d 65% 15
l \
Jalan dan Jembatan
Jalan Renovasi >0% s.d. 30%
| >30% s.d 60%
>60% s.d 100% 10
|
Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5
i | >30% s.d 45% 10
l >45% s.d 65%
Bangunan Air |
Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d. 5% 2
>5% s.d 10% 5
l >10% s.d 20% 10
Bangunan Pengairan Pasang Renovasi >0% s.d. 5% 5
| Surut
>5% s.d 10%
>10% s.d 20% 10
Bangunan Pengembangan Renovasi >0% s.d. 5% 1
Rawa dan Polder
. >5% s.d 10% 3
>10% s.d 20%
Bangunan Pengaman Renovasi >0% s.d. 5% 1
Sungai/Pantai & |
Penanggulangan Bencana \
alam
>5% s.d 10%
>10% s.d 20%
Bangunan Perigembangan Renovasi >0% s.d. 5% 1
Sumber air dan Tanah
>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
Bangunan Air Bersih/Air Renovasi >0% s.d. 30% 5
Baku
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30%
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi
Instalasi Air Bersih/Air bakuy Renovasi >0% s.d. 30%
I >30% s.d 45%
>45% s.d 65% 10
L
Instalasi Air Kotor | Réqovasi >0% s.d. 30% )




i |
.
v
R

>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
| i
Instalasi Pengelolahan Renovasi >0% s.d. 30% 1
Sampah | !
. . >30% s.d 45% 7
— ¥ ' >45% s.d 65% 7
‘ I
Instalasi Pehgolahan Bahan Renovasi >0% s.d. 30% 1
Bangunan .
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% S
\
Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >0% s.d. 30% ° 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% S
Instalasi gardu Listrik Renovasi . >0% s.d. 30% S
: l >30% s.d 45% 10
L >45% s.d 65% 15
I
Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 5
l
Instalasi gas Rehovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% - S
| i >30% s.d 45% S
| >45% s.d 65% 5
'
Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% S
>45% s.d 65% 7
Jaringan . S
Jaringan air Minum Overhqul >0% s.d. 30% S
| >30% s.d 45% 7
J >45% s.d 65% 10
|
Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
= >45% s.d 65% 1@
| 7
Jaringan Telepon Overhqul >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% S
>45% s.d 65% 10
' ' S
Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% - S
>30% s.d 45% 5
>45% s.d 65% 10
|
Alat Musik Modern/Band Ovérhadul >0% s.d. 25% 1
N >25% s.d 50% 10
Nl >50% s.d 75% 2
0 >75% s.d 100% 10
| - :
ASET TETAP DALAM .
RENOVASI
Peralatan dan Mesin dalam Overhaul >0% s.d. 100% 2
renovasi ‘
. | 5 -
Gedung dan bangunan dalam Renovasi >0% s.d. 30% 2
Renovasi
>30% s.d 45% 10 |
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>45% s.d 65% 15

1 ' 15

Jaringan Irigasi dan Jaringan enovasi >0% s.d. 100% S
dalam! Renovasi 1 Overhaul

: | '
: |
r |

! |
77. Penilaian kembali atau reval

APenilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

uasi aset tetap tidak diperkenankan karena

kebij{!ﬂkan akuntansi pemerintah daerah menganut peniléian ecet

berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari

.Dalam hal ini laporan

penyimpangan dari konsep &

yang berlaku secara nasional.

ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah

keuangan harus menjelaskan mengenai

iaya perolehan didalam penyajian aset tetap

serta pengaruh penyimp

b
i

dan diungkapkan dalam:

dilepéskan atau bila aset se

gan tersebut terhadap gambaran keuangan
suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset

tetap dibukukan dalamn ekulitas dana.

“tPenghentian dan Pelepasan |Aset Tetap

:79. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca |

' |Catatan atas Laporan Keuangan ketika

cara permanen dihentikan penggunaannya

yang akan datang setelah ag

dengan persetujuan DPRD.

.Pengungkapan Aset Tetap

0. Laporan kevangan harus n
aset tetap sebagai berikut:
a. Dasar penilaian yang; di
(carrying amount);
b. Rekonsiliasi jumlah terd
menunjukkan :
1) penambahan;

2} pelepasan;

1) Nilai penyusutan;

. i
-1 -
- b 158
o i,
i ¢

2 o
i

dan dianggap tidak mermiliki

4) mutasiasettetaplainnya.

c. Informasi penyusutan, meliputi:

= O ey i _—______.[_____ LTRSS
Yjkan Akuntansi Aset Tetap - Pemerintah Kota Ternate Hal 62

manfaat ekonomi, sosial signifikan dimasa

ia Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau

i

iengungkapkan untuk masing-masing jenis
runakan untuk menentukan nilai tercatat

atat pada awal dan.akhir periode yang

3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilaj, jika ada;




4) niilai tercatat bruto dan
akhir periode.

i ;
a. Eksistensi dan batasan hak

b. Kebijakan akuntansi untuk

tetap,

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

akumulasi penyusutan pada awal dan

milik atas aset tetap;

kapitalisasi yang berkaitan dengan aset

R ;
¥ ¢ Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

harus diungkapkan:

pengganti; dan

mesin, gedung dan bangunan,

lainnya yang proses pero

Perolehan melalui kontrak k

4% suatu periode waktu terter‘xtu.

. | '
¥ lebih dari satu periode akuntan

i

§

;

:

<4 d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
1 .

{

1

3

a
b. Tanggal efektif penilaian kembali;

82 Jika aset tetap dicatat padaljumlah yang dinilai kembali, hai-hal berikut
. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

c. Jika ada, nama penilai inlde; enden;

d. Hakikat setiap petunjuk; yang digunakan untuk menentukan biaya

e. Nilai tercatat setiap jenis lasqt tetap.

. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan
secara rinci dalam Catatan|atas Laporan Keuangan antara lain nama,

jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

84. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun

seluruhnya. Konstruksi dalah1 pengerjaan mencakup peralatan dan

jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap

lehannya dan/atau pembangunannya

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum sclesail.

onstruksi padau mumnya memerlukan
Periode waktu perolehan tersebut bisa

si.

. Perolehan aset dapat dilakuka

5
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1 dengan membangun sendiri (swakelola)

atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
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Kontrak Konstruksi

86.

1} 87.

1 88.

7 89.

z

Kontrak konstruksi dapalt berkaitan dengan perolehan sejumlah aset
yang bl‘erhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal
rancaﬁgan, teknologi, fungsi atau tujuan,dan penggunaan utama.

Kontral)k konstruksi dapat me liputi:

a. kontrak untuk pefole an jasa yang berhubungan langsung
dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa a'rsitektur;;’

b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan léngsung

pengawasan konstruksi| aset yang meliputi manajemen konstruksi

dan value engineering,
d. kontrak untuk membongkar atau mercstorasi aset dan restorasi

lingkungan. !

1 Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kgbijakan ini diterapkan secara terpisah
untuk setiap kontrak kons ‘ ksi. Namun, dalam keadaan tertentu,
adalah perlu untuk menerapi{ kebijakan ini pada suatu komponen
kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah
atau suatu kelompok kont: ak konstruksi secara bersama agar
mencenninkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak

konstruksi.

Jika suatu kontrak konstmk‘si nencakup sejumlah aset, konstruksi dari
setiap aset diperlakukan sebagé suatu kentrak konstruksi yang terpisah
apabila semua syarat dibawagl ini terpenuhi:

a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

b. Setiap aset telah dinegosieisik secara tcrpiéah dan kontraktor serta
pemberi kerja dapat rneneri:' a atau menolak bagian kontrak yang
berhubungan dengan masing-fnasing aset tersebut;

c. Biaya masing-masing aset cila' at diidentifikasikan.

terpisah jika: L
a. aset tambahan tersebut ber‘be a secarh signifikan dalam rancangan,

teknoloéi, atau fungsi

dengan aset yang tercakup dalam

I\l




kontraksemula; atau
| .

/| b. harga aset tambahan ters
B '

harga kontrak semula.

# i |

Pengerjéan pada saat penyusun

. |
a. Besar kemungkinan bahwa ;

b. Biaya perolehan tersebut da

92 Konstruksi Dalam Pengerja

;gJ 93. Konstruksi Dalam Pengerjaaﬁ
sudah diserahterimakan akan

dengan kelompok asetnya

A Pengukuran Konstruksi Dalam|Pe

,J a. Biaya yang berhubungan l‘lan

b. Biaya yang dapat diatribusi

A |
3

c. Biaya lain yang secara khu

yang bersangkutan.

ebut ditetapkan tanpa memperhatikan

i Pengakuéni Konstruksi Dalam i’e11gerjaan

91. Suatu Ebc;ndal berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam

an laporan keuangan jika:

manfaat ekonomi masa yang akan datang

berkaitan dengan aset ter}selbut akar: diperoleh; dan

pat diukur secara andal; dan

c. Aset tersebut masih da1a1|'n proses pengerjaan.

an biasanya merupakan aset yang

dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau
) dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh

J karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

ini apabila telah selesai dibangun dan

direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai

ngerjaan

4 94. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

14 95. Nilai konstruksi yang dikerjake{n secara swakelola antara lain:

gsung dengan kegiatan konstruksi;

kan pada kegiatan pada umumnya dan

\ dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

sus dibayarkan sehubungan konstruksi

.96. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi

antara lain meliputi:

a. Blaya pekerja lapangan termasuk penyelia

b. Biaya bahan yang digunaL':ar}

c. Biaya pemindahan sarana,

tempat lokasi pekerjaan |

dalam konstruksi

peralatan, bahan-bahan dari dan ke

d. Biaya penyewaaan sarana daT prasarana

e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan konStruksi, seperti biaya konsultan perencana.
|

|
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97 Biaya-biaya yang dapat d1thr1bu51ka'1 kekegiatan konstruksi pada
urnumnya dan dapat dlaloka31kan ke konstruksi tertentu, meliputi:
a. Asuransr ‘i
b. B1ay|a rancangan dan I:Lantuan teknis yang secara tidak langsung

1 berhubungan dengan konstruksi tertentu;

4 c Blay:a-blaya lain yang| dapat diidentifikasikan untuk kegiatan

konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak
konstruksi meliputi:
a. Termin yang telah dibayéeran kepada kontraktor sehubtingan

dengan tingkat penyelesaian| pekerjaan;

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung

dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada
,‘, tanggal pelaporar;
c. Pembayaran klaim kepada Kontraktor atau pihak ketiga sehubungan

dengan peiaksanan kontnak konstruksi.

499. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang

timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya
konstruksi, sepanjang biaya| tersebut dapat diidentifikasikan dan

of  ditetapkan secara andal.

“4100.Biaya pinjaman mencakup jiaya bunga dan biaya lainnya yang timbul

sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai
konstruksi.

101.Jumlah biaya pinjaman yzm‘g I'dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah

biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

;* 102.Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang
z “ diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang
1

bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode

rata-rata tertimbang atas tot‘al pengeluaran biaya konstruksi.

i

103.Apabila kegiatan pembangunar] konstruksi dihentikan sementara tidak

" ‘
§);  disebabkan oleh hal-hal yang bersifat forcemajeur maka biaya pinjaman

i
’% yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan
’i

konstruksi dikapitalisasi.

¥

04.Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang

s

penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda,. maka jenis

pekerjaaﬁ yang sudah sele‘sai tidak diperhitungkan blaya pinjaman.
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Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih

dalam proses pengerjaan. |

105.Realisasi atas pekerjaan jasa koﬁsu
konstruksmya akan dllaksanakan

sudah terdapat kepastian akan

|
x

sebagai konstruksi dalam pengemaﬁn.

Pengungkapan If{onstruksi Dalam Pengerjaan

tansi perencanaan yang pelaksanaan
pada tahun selanjutnya sepanjang

pelaksanaan konstruksinya diakui

#106.Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi

Dalam Pengerjaan pada akhir period
a. Rincian kontrak konstruksii d

penyelesaiar; dan jangka waktu p

e akuntansi:
alam pengerjaan berikut

enyelessiannya;

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

c. Jumlah biaya yang telah dikeluair
d. Uang muka kerja yang diberikan;

e) Retensi.

kan;

dan

tingkat
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. UMUM

Tujuan

Ruang Linglfup
penyusunan laporan neraca.

yang me'm peroleh anggaran

perusahaan’daerah.
Definisi

4. Aset Lainnya merupakan aset

tetap dan dana cadangan.

d. Aset Tidak Berwujud;
e. Aset L?in—lain.

6. Tagihan penjualan angsuran
|

diterima dari penjualan aset

|

kepada pegawai pemerintah

kendaraan dinas.

2. Kebijakan ini diterapkan padati

C. Kemmr:aan dengan Pihak }xetllga;

T A A AP A S SO TV A IO A

. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

1. Tujuan kebijakan ini adalah| mengatur perlakuan akuntansi atas’aset
lainnya yang mencakup peng a:kuan, pengfukuran dan penilaian, serta

penoungkapannya dalam lapora' n keuangan pemerintah daerah.

akuntansi aset lainnya dalam rangka

i

| .
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan

‘berdasarkan APBD, tidak termasuk

pemerintah daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset
; | 7

5. Termasuk di dalam Aset Lairmyé adalah :
a. Taolhan Piutang Penjualan Angsuran;

b. Taglhan Tuntutan Ganti heruglan Daerah;

menggambarkan jumlah yang dapat
Ipemerintah daerah secara angsuran

.daerah. Contoh tagihan penjualan

Lo, . . :
angsuran |antara lain adalah| pgnjualan rumah dinas dan penjualan

7. Tuntutan Perbendaharaan (’I‘l;j merupakan suatu proses yang
1 . .

dilakukan; terhadap bendahara dengan  tujuan untuk menuntut

penggantia{n atas suatu keruglan yang diderita oleh Pemda sebagai

akibat langsung ataupun t\dak langsung dari suatu perbuatan

L e e T
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| B
1‘ i
melanggar hukum yang dil

kelalaiz:m dalam pelaksanaan t

1

8. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1
|

terhada:Lp pegawai negeri | by

akukan oleh bendahara tersebut atau

ugas kewajibannya.

nerupakan suatu proses yang dilakukan

kan bendahara dengan tujuan .untuk

| . ) . . . g
menuntut penggantian atas suatu keiugian yang diderita oleh Pemda

sebagai akibat lan_ sung atadpun tidak langsung dari suatu perbuatan

melanggar hukum yang dilakykan oleh pegawai tersebut atau kelalaian

dalam pelaksanaan tugas kew

ajibannya.

9. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang

mempdnyaj komitmen |untuk melaksanakan kegiatan . yang

dikendzalikan bersama dengaﬁ
yang dimiliki. '
10. Bentuk kemitraan tersebut an

a. Bangun, Kelola, Serah (BK

b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

11. Bangun, Kelola, Serah (BKS)

menggunakan aset dan/atau hak usaha

rara lain dapat berupa :

8)

adalah suatu bentuk kerjasama berupa

pemanfaatan aset pemerintgah daerah oleh pihak ketiga/investor,

dengan- cara pihak ketiga/investor tersebut niendirikan bangunan

dan/atau sarana lain berikuf fasilitasnya serta mendayagunakannya

dalam jangka waktu terten

kembali bangunan dan atau

tu, untuk kemudian menyerahkannya

sarana lain berikut fasilitasnya kepada

pemerintah daerah setelah|bérakhirnya jangka waktu yang disepakati

(masa konsesi).

kerjasama.

. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

daerah oleh pihak ketiga/invéstor, dengan cara pihalk ketiga/investor

. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset,
blasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah.
halaupun dlserteu pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran
texsebut! dalam jumlah |yang sangat rendah. Penyerahan dan

pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak

adalah pemanfaatan aset pemerintah

tersebut mendirikan bangumnan dan/atau sarana lain ° berikut

fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut
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. Aset tidak berwujud adalah; as

kepada pemerintah daerah U
|

pembangunan aset tersebut.
| |

dinyatakcfm atau tidak merﬁpu
digunakain dalam menghasilka

untuk tuju-sn lainnya termas‘uk

ntuk dikelola sesuai dengan tujuan

et tetap yang secara fisik tidak dapat
nyai wujud fisik serta dimiliki untuk
n barang atau jasa atau digunakan

hak atas kekayaan intelektual. Contoh

aset tidak berwujud adalah|hak paten, hak cipta, hak merek, éerta

biaya riset dan pengemtbtangan,

Aset tidak berwujud dapat diperoleh

melalui pembel’ian atau dapat Idil«:embangkan sendiri oleh pemerintah

= T 1
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15. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalzﬂm;’ragihan Penjualan Angsuran, Tuntutan
Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga

dan Aset Tak Berwujud.

16. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari

lodiaalor

penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat

sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau

aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau
aset yang telah diserahkan l'ce' pihak lain tetapi belum ada dokumen

hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

17. Aset Lainnya diklasifikasikan|lebih lanjut sebagaimana tercantum pada

Bagan Akun Standar.

‘. PENGAKUAN
18. Secara umum aset lainnya dapat|diakui pada saat:

_ | : ' . _ .
a. Potensi manfaat ekonomi|masa depan diperoleh oleh pemerintah

g daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

andal. |

51 b. Diterirr}a atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya
berpindah.

1 19. Aset lainrllya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa

pengeluaran kas dapat diakyi pada saat terjadinya transaksi

berdasarkan dokumen peroleiha‘n yang sah sesuai dengan ketentuan
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yang berlaku.
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20. Aset lainnya yang berkurar}g- melalui penerimaan kas maupun tanpa

penerimaan kas, diakui pa;da saat terjadinya transaksi berdasarkan

dokumen yang sah sesuai déngan ketentuan yang berlaku. ;

|

|
i ?
L

,C PENGUKURAN DAN PENILAIAN

21. Tagihan penjualan angsuran, dinilai sebesar nilai nominal dari
lcontrak/berita acara renjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran y:ig telah dibayarkan oleh pegawai ke kas

umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan

angsuran.

22 Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan set‘elah dikurangi dengan setoran yang telah

it ,
dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

23. Tuntutan Ganti Rugi dinilaij | sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan'Tanggungjawab iutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan

setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas

i | .

' umum daerah.

24. Bangun, Kelola, Serah (BKS)|digatat sebesar nilai aset yang diserahkan
oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset
BKS tersebut. Aset yang beradd dalam BKS ini disajikan terpisah dari

Aset Tete{p.

25. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan

sesual déngan metode penyulsutan yang digunakan.

26. Penyerahan/pengembalian a?eti BKS oleh pihak ketiga/investor kepada
pemerint!ah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
a. Untuk aset yang berasa‘l dari pemerintah daerah dinilai sebesar

nilai  tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut

dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.

b. Untuk "aset yang dibangun oleh pikak ketiga dinilai sebesar harga

‘wajar pada saat perolehan/penyerahan.

27. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang

harus dlbayar entitas untuk nemeroleh suatu Aset Tak Berwujud

OV o L G A RS ittt S
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., PENGUNGKAPAN

hingga| siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut
5 ‘

mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau

jasa potensial yang melekat ﬂada aset tersebut akan mengalir masuk

‘

kedalam entitas tersebut. |
|

28. Aset Tidak Berwujud disajikan di’ neraca berdasarkan nilai bruto

setelah'dikurancl amortisasi. Perhltungan amortisasi dilakukan dencfan

metode garis lurus dencan maba manfaat selama 10 tahun.

29. Aset lain-lain disajikan dala

Pengungkapan aset lainnya

sekurang-kurangnya mencakuj
Rincian aset lainnya;

b. Kebijakan amortisasi atas A

c. Kebijakan peiaksanaan ke
BOT dan BTOJ;

d. Informasi lainnya yang pent

'm neraca sebesar nilai bukunya.

dalam catatan atas laporan keuangan,

» hal-hal sebagai berikut:

sel’t Tidak Berwujud;

mitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP,

ingl
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. UMUM |

I Definisi

5. Debitur adalah pihak yang meneri

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEIWA IBAN

|
!
!
i

| i
Tujuan !‘ ‘
i

1. Tujuan Pernyataan Standar|inil adalah mengatur perlakuan akuntansi
kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya
|

pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup 1

|

i 2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah

daerah yang menyajikan lapor

|

mengatur tentang perlakuan:

keuangan untuk tujuan umum dan
akuntansinya, termasuk pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pen ungkapan yang diperlukan.

1 3. Kebijakan akuntansi ini mengtatUr:

a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjahg yang ditimbulkan dari Utang Dalam

Negeri dan Utang Luar Negeri.

b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

4. Kewajiban adalan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu-yang
penyelesaiannya mengakibatkgnv aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

a utang dari kreditur

.] 6. Kreditur adalah pihak yang meim' erikan utang kepada debitur

7. Kewajiban ‘jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar

l

dalam wektu lebih dari 12 bulan sqtelah tanggal pelaporan.

8. Kewajiban ;fiangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar
dalam waktu 12 bulan setelah tang al pelaporan.

‘1 9. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena

pemerintah daerah mengikat ';ko trak pengadaan barang atau jasa
dengan pihak ketiga yang pembayadrannya akan dilakukan di kemudian
hari atau ‘!sar'npai dengan |tanggal pelaporan belum dilakukan

pembayaran. Q

|
-3{10. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) agalah pungutan/potongan PFK
L

| |
yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak
lain.
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. PENGAXUAN

11. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena

adanya kas yang telah d1tenma tetapi sampai dengan tanggal neraca

seluruh atgu sebagian oarang/Ja a belum diserahkan oleh pemerintah

'«';:{, daerah kepada pihak lain.

12. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali

transaksi berlangsung seperti nilail yang tertera pada lembar surat utang
]
pemerintah ‘

13. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar

daya ekonomi akan dilakukan uEnt‘ k menyelesaikan kewajiban yang ada
sampal  saat pelaporan, dan| perubahan atas kewajiban térsebut
mempunyai nilai penyelesaian y"cm‘ dapat diukur dengan andal.

115. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (e change transactions)

b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions}, sesuai
hukum yang berlaku dan keblja[can yang diterapkan belum lunas

dibayar sampai dengan saat tan gal pelaporan

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah ( government -related

events)

d. Kejadian yang diakui pcmermt (government-acknowledged events).

15. Kewajiban diakui pada saat dana injaman diterima oleh pemerintah
: daerah atau dikeluarkan oleh kr ditur sesuai dengan kesepakatan,

dan/atau pada saat kewajiban tnnb 1

16. Pengakuan terhadap pos-pos kewa iban jangka panjang adalah saat
A ditandatanganinya kesepakatan pejr)anpan utang antara pemerintah

daerah dengan Sektor Perbankan Sektor Lembaga Keuangan Non
Bank/ Pemerintah Pusat atau Saa diterimanya uang kas dari hasil

penjualan obhga31 pemerintah daera

st em e s

17. Utang perh1tu_ngan fihak ketiga, dlak 1i pada saat dilakukan pemotongan

oleh Bendahara Umum Daerah { BiUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah

untuk pembayaran seperti gaji drTm un1anoan serta pengadaan barang
dan jasa. ; 1

:#18. Utang bunga |sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa
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kewajiban jangka panjang yan

‘ kewajiba# bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum
; dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu,
j sehingga‘: untuk kepraktisan; utang bunga diakui pada akhir periode
pelaporan.

19, Bagian L;ancar Hutang Jangka' Panjang, diakui pada saat reklasifikasi

g akan jatuh tempo dalam 12 bulan

setelah tanggal neraca padla setiap akhir periode akuntansi, kecuali

bagian lancar hutang jangk‘a panjang

vang akan didanai kembali.

Termasuk dalam Bagian Lancar]

Hutang Jangka Panjang adalah utang

|

persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga

; jengka panjang yang

A kewajiban itu menjadi kewajiban
b
1
;)

jangka pendek.
20. Pendapatan Diterima Dimuka, dLakul pada saat kas telah diterima dari
pihak ketiga tetapi belum adia penyerahan barang atau jasa oleh

pemerintah daerah.

21 Utang Beban, diakui pada saat: '

a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi

3 sampai dengan tanggal pelrltporan belum dibayar.

b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat
penagihan atau invoice kep‘adé pemerintah daerah terkait penyerahan
barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh
pemerintah daerah.

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim
kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai

dengan tanggal pelaporan.

23.

Utang kef_)ada pihak ketiga |diakui pada saat penyusunan laporan

keuangan apabila :

5 a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
!

; b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau

3

, c. sebagian/seluruh fasilitas atauy peralatan tersebut telah diselesaikan
!? N . . .
sebagaimana chtuc—mgkan1 |dalam  berita acara  kemajuan
) pekerjaan/serah terima. '

tetapi sampai dengan tanggal plelaporan belum dibayar.
|
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24. Utang Transfer DBH yang iterjadi karena kesalahan tujuan dan/atau

jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui

pada sazit. penyusunan laporan keuangan.

Al e e el
e Rn e L e

25. Utang ’I‘r'iansfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi

proyeksi: penerimaan di?k i pada saat jumlah definitif
| N
diketahm..berdasarkan Berit'a Acara Rekonsiliasi.

s

PENGUKURAN

L.l
o3 e

‘ 28. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

29. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang

belum disetorkan kepada pihalf lain harus dicatat pada laporan keuangan

B sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

;1 30. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang

dalam perjalanan yang ielah | menjadi haknya, pemerintah harus
mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang

tersebut

31 Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga
yang telah terjadi dan belum| dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal
dari utang pemerintah baik |dari dalam maupun luar negeri. Utang
bunga atas utang pemerintal'!l yang belum dibayar harus diakui pada
setiap akhir periode pelaporén, sebagai bagian dari kewajiban yang

berksitan.

ffif,'32. Nilai yang,dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar
4 utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

. Pendapatan diterima dimuka jmerupakan nilai atas barang/jasa yang
beium disé;rahkan oleh pernerdn"f daerah kepada pihak lain sampai

dengan taniggal neraca, namun kasnya telah diterima.

34. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah
daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal
neraca. |

. Kewajiban ilancar lainnya mqrti akan kewajiban lancar yang tidak
termasuk dalam kategori yang\ad, . Termasuk dalam kewajiban lancar
lainnya tersebut adalah biayal yang masih harus dibayar pada saat

|

laporan kenangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item

) ,-...,W.N-...___..._-.._..-.A.._,,-.._._.,.._.,_,..-_-.4]‘___4.._-_-....__._.‘._ A T e S L AN
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I

disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya
utang peniubayaran gaji kepadé pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji
, yang maslih harus dibayarkdn'atas jasa yang telah diserahkan oleh
pegawai t(iarsebut. Contoh laiinnya adalah penerimaan pembayaran di

i muka atas penyerahan baranlg atau jasa oleh pemerintah kepada pihak
lain. | |

4| 36. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer

“iD. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

37. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan
i (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah saldo kewajiban| jangka pendek dan jangka panjang

yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

b. Jumiah saldo kewajiban pberupa utang pemerintah daerah

berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan
tingkat bunga yang berlaku);
d. Konsekuensi dilakukannya |penyelesaian kewajiban sebelum
jatuh tempo;
1)Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
a) Pengurangan pinjaman;
b) Modifikasi persyaratan utang;
c) Pengurangan tingkat|/bunga pinjaman;
d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
e) Pengurangan nilai jatuh|tempo pinjaman; dan
f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode
pelaporan.
2) Jum'l;ah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk

dafta} umur utang berdasarkan kreditur.

3) Biaya pinjaman:

a) Perlakuan biaya pinjama[n:

b) Jumlah biaya pinja‘:m n yang dikapitalisasi pada periode
o

yang bersangkutan; dan

¢} Tingkat kapitalisasi y:img dipergunalkan.
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“WIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional
untuk pelmerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahanl sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dale:un akuntansi Pendapatan-LO yang disusun
dan disajikan dengan menggd,pakan akuntansi berbasis akrual.

2. Pernyataan kebijakan ini |bérlaku untuk entitas akuntanéi/pelaporan

Pemerintah Kota Ternate

=

ang memperoleh anggaran berdasarkan
APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

I Definisi

3. Pendapatan-LO adalah hak |pemerintah daerah yang diakui sebagai
i penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

4. Ekuitas adalah kekayaan | bersih pemerintah yang merupakan seiisih
antara aset dan kewajiban pefrlerintah.

. PENGAKUAN "

1 5. Pendapatan-LO diakui pada saat:
i |
a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau

%i b. Pendiapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi
E (realized)
f'{: i .

g Pengakuan pendapatan-LO peLda Pemerintah Kota Ternate dilakukan

bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali

perlakuan pada saat penyusuran laporan keuangan dengan melakukan

penyesuieu'an dengan alasan:

’l‘idal% terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan
hak pendapatan daeah dan penerimaan kas

|
Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi

Dokumen timbulnya hakl sulit, tidak diperoleh atau tidak




|

di?erbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

enggunakan sistem self assement dimana

- Se}bagian pendapatan|
tid‘;ak ada dokumen .pen’etapeﬁ‘ (dibayarkan secara tunai tanpa
peﬁetapan) \ ‘ A

- Sis;tem atau adminitstr si piutang (termasuk aging schedule
piLiltang) harus memacfai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal
dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak
memadai, tidak diperkel ankan untuk mengakui hak bersamaan
dengan penerimaan kas," karena ada risiko pemda tidak mengakui

adanya piutang di akhir t

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum daerah.

5. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama

tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan
apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi
perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan
penerimaan kas daerah\. Atau pada. saat diterimanya kas/aset non
kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya
penetapan. Dengan demllki n, Pendapatan-LO diakui pada saat kas

diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui |sebelum penerimaan kas dilakukan
ap%abila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya
SKtP—D /SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment
atal‘lu Perpres/Permenkeu)/Pergub) dimana hingga akhir tahun
bel:u}n dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum
daerah. Hal! ini merupakan tagihan
| (piL}tang) bagi pemerint\ah" daerah dan utang bagi wajib bayar atau
pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi

perlfaedaan antara jurpl' kas yang diterima dibandingkan
\ .
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7. Pendapatan-LO dilaksanakl»an

1

B

111,

it PENGUKURAN

d
I

Atas Pendapatan-LC

dilakukan penyesur:iiaw1

;
diterima dimuka. |

yang telah diakui

|
biarang/ jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah

aerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu.

saat kas diterima

dengan pasangan akun pendapatan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya

(setelah dikompensasikan deng
bersifat variabel terhadap
diestimasi terlebih dahulu d

bruto dépat dikecualikan.

transaksi menggunakan kur

|
. Dalam hal besaran penguran

. Pendapatan dalam mata uanlg

pendapatan dimaksud dan

ika

an pengeluaran).

g terhadap pendapatan-LO bruto (hir—fya)

tidak dapat

renakan proses belum selesai, maka asas

asing diukur dan dicatat pada tanggal

s tengah Bank Indonesia.

) PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

10. Pendapatan-LO disajikan |dalam Laporan Operasional

(LO) sesuai

dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam

Catatan atas Laporan Ke:

sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus

diu

Pendapatan-LO adalah :

a.

pcenerimaan  Pendapaian-LO

berakhirnya tahun anggaran

penjelasan mengenai Pe
yang bersangkutan terjad
penjeiasan

pendapatan daerah; dan

informasi lainnya yang dis

sebab-sebab

h

narlgan

ngitapkan ‘dalam CalK

(4]

tidak

(CalLK) sesuai dengan klasifikasi

terkait dengan

tahun berkenaan setelah

tanggal

ndgpatan-LO yang pada tahun pelaporan

1-hal yang bersifat khusus;

tercapainya target penerimaan

Lng%ap perlu.
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h. UMUM

i Tujuan ll

1 sebagaimina ditetapkan oleh pcif

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Menetapkan dasar-dasar pem.Jlan realisasi dan anggaran pendapatan

pada entitas pelaporan dal?m rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

Aturan perundang-undangan.’

|

Perbandingan antara anggar.:m dan realisasi pendapatan menunjukkan

tingkat ketercapaian target-tui gel yang telah disepakati antara legislatif dan
eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
\

Ruang Liu; kup |

1. Kebijakan ini dlterapkan\ dalam akuntansi Pendapatan- LRA dalam

- -yusunan laporan n.nhsa31 ggaran.

2. Fernyarana:: kebijakan ini |beplaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemcy ntai: Kota Ternate, yang memperoleh anggaran berdasarkan
APBD, ilak termasuk peru‘ls

aan daerah.

Definist

3. Penda): «tan-LRA adalah [semua penerimaan Rekening Kas Umum

3. PENGAKUAN

Daer:. . yimg menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
argarsy , hc»‘s‘%;-lngkmén‘ ang menjadi hak pemerintah, dan tidak
periu « b . kembali oleh Ii)e erintah.

4. Rekeuwny Kas Umum Daera

adalah rekening tempat penyimpanan

unang daerah yang d1tentulka oleh gubernur/bupati/walikota . untuk

menampung seiuruh penem aan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerali pada bank|yang ditetapkan.
5. Saldo Anggaran Lebih adal

gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi SiLPA/SiKPA tahunttahun anggaran sebelumnya dan tahun

berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

6. Pendapatan-LRA diakui pada sé

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

b. Kas atas pendapatan tersebut telah  diterima oleh

Bendahara Penerimaan |dan hingga tanggal pelaporan belum

disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan




o

' tersebut merupakan bagian dari BUD.

C. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan
d1gunakan langsung| tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas
pienerima wajib mela;iimr annya kepada BUD. |

d. Kas atas pendapat yang Dberasal dari hibah langsung

d’alam/luar negeri yarig digunakan untuk mendanai péngeluaran'
entitas telah diterima, dengan syarat entitas ‘penerima  wajib
rﬁelaporl«:annya 1«:epada: BUD.

e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas

pemerintah berdasarkan) otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD

mengakuinya sebagaijpendapatan.

|

&, PENGUKURAN

n 7. Pendapatan-LRA diukurn dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan pénérimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompe-ns:asikan dengan pengeluaran). (

8. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya)
bersifat variabel ternad‘ap' pendapatan dimaksud dan tidak dapat

» d1an0crarkau terlebih dahulﬁl dikarenakan proses belum selesai, maka
asas bI‘LtO dapat dikecualikgn.
9. Pendapatan dalam mata| ugng asing diukur dan dicatat pada tanggal

transaksi menggunakan kurJr tengah Bank Indonesia.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
' 10. Pendépatan LRA disajikan 'dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan
ifikasi dalam BAS.
11. Hal—hfil . yang harus dlu gkapkan dalam CalK terkait dengan
Penda‘patan-LRA adalah :

basis kas sesuai dengan klas

a. penerimaan pendap%tan tahun  berkcnaan  setelah  tanggal
berakhirnya tahun anggaran;

. peﬂjelasan mengenai penﬁapatan yang pada tahun pelaporan yang
berlsangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

. penjelasan sebab-sebab.| tidak tercapainya target penerimaan

per}dapatan daerah; da}l

. infdrmasi lainnya yang dianggap perlu.
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}X KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Tujuar:1 ‘

| | ,

Kebjjakan akuntansi beban |mengatur perlakuan akuntansi atas beban
: .

yang meliputi pengakuan,} pengukuran, penyajian dan pengungkapannya

dalam ‘penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

|

3
W Ruang Lingkup ’

1. Kebijakan ini diterapk%anl dalam akuntansi beban yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. | A

2. Pernyataan kebijakan Iini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan

Pemerintah Kota ’I‘ern'lat'e, yang mermperoleh anggaran berdasarkan

APBD, tidak termasuk ﬁ)erusahaan daerah.

Definisi
3. Beban adalah pen}nur:lan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang [menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

s pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

4. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional
(LO).

|
5. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang dari, entitas dalam rangka kegiatan - operasional

8 entitas agar entitas daplat melakukan fungsinya dengan baik.

’ 6. Beban Operasi terdiri ‘:lari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa,
Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial,
, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan

Beban lain-lain

7. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam

bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat

negara, pegawal negerl sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekérjaan yang telah dillaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.

‘4 8. Beban Barang dan_Jasa |merupakan penurunan manfaat ekonomi

! i
dalam periode pelaporan

bijakan Akuntansi Beban




it

10.

berupa pengeluaran atay konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai,

1 L
perjalanan dinas, perpeliharaan termmasuk pembayaran honorarium

i | . . . .
kegiatan kepada non ;pe%awau dan pemberian hadiah atas kegiatan

teri:;entu terkait dengani" suEtu prestasi.
Beban Bunga rnerupaflka

alokasi penee'uaran pemerintah daerah

untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban
penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban
pembayaran biaya-biaya }l/ang terkait dengan pinjaman dan hibah yang
diterima pemerintah daerah seperti biaya commi‘tment fee dan biaya
denda.

Beban Subsidi merupallkén pengeluaran atau alokasi anggaran yang

11.

12.

13.

15.

16.

bijakan Akuntarisi Beban

diberikan pemerintah idacrah kepada perusahaan/lembaga tertentu
agar harga jual produk‘lsi/_'asa yang dihasilkan dapat terjangkan oleh

masyarakat.

Beban Hibah mempakar beban pemerintah dalam bentuk uang,

|

perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang

barang, atau jasa kepada pemerinteh, pemerintah daerah lainnya,

bersifat tidak wajib dan {tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosiall merupakan beban pemerintah daerah dalam

bentuk uang atau barang|yang diberikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif| yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinyal resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat
penurunan manfaat ektonami atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset !sehubungan dengan penggunaan aset

bersangkutarn/berlalunya waktu.

. Beban Penyisihan Pintang merupakan cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertc{:ntu dari akun piutang terkait ketertagihan
i
piutang.

1
i
1
|

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam

kategori tersebut di atas.‘I

Beban Transfer merup?kan beban bérupa pengeluaran uang atau

kewadjiban untuk mengelua;l-kan uang dari pemerintah daerah kepada
| ) :

entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
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17.

18.

19.

. PBENGAKUAN ‘

20.

22.

23.

24.

fhijakan Akuntansi Beban

undangan.

Bebanl Non Operasional iadalah beban yang sifatnya tidak rutin dan

perlu %ﬂikelompokkan terse;nd&ri dalam kegiatan non operasional.

Bebapi Luar Biasa adalali? jeban yang terjadi karena kejadian yang
tidak !dapat diramalkan ' te jadi pada awal tahun anggaran,tidak
diharapkan terjadi berulang-ulang, dankejadian diluar kendali entitas

pemerintah.

Beban  diklasifikasikan | menurut klasifikasi ekonomi, yaitu

mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun

Y

Standar.

Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajibaxln;

b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

c. Saat terjadinya penurunan anfaat ekonomi atau potensi jasa.

. Saat timbulnya kewajiban ar inya beban diakui pada saat terjadinya

peralihan hak dari pihak |lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti

keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening
telepon dan rekening listrik| yang sudah ada tagihannya belum dibayar

pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi| aset artinya beban diakui pada saat
pengeluaran kas kepada pihak lain vang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi|aset nonkas dalam kegiatan operasional

pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya
beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan
pengguriaan aset bersangkutar/berlalunya waktu. Contoh penurunan
manfaat ekonomi atau pinotTnsi jasa adalah penyusutan atau

amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengélua ran kas maka pengakuan beban dapat

dilakukan dengan tiga kondisi,' aitu:

a. Beban diakui sebelum pen‘lgel aran kasg;
b. Beban‘ diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

c. Beban'diakui setelah pengeluaran kas.
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25. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal
i

27.

28.

29.

4 30.

hijakan Aku

proses transaksi pengeluara'n daerah terjadi perbedaan waktu antara
pengaku:am beban dan penéeluaran-kas, dimana pengakuan beban
daerah dilakukan lebih dﬁlu, maka kebijakan akuntansi untuk

pengaku\lam beban dapat ;

dileukan pada saat terbit dokumen

penetapan/pengakuan beb:an kewajiban walaupun kas belum
dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan
sesuai dengan prinsip akunwita si yang konservatif bahwa jika beban

sudah menjadi kewajiban| harus segera dilakukan pengakuan

meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

5. Beban diakui bersamaan deng' n pengeluaran kas dilakukan apabila

perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas
daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat

pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal

proses transaksi pengeluaran d$erah terjadi perbedaan waktu antara

pengeluaran kas daerah dan f)engakuan beban, dimana pengakuan

beban dilakukan setelah perllg,eluaran kas, maka perxgakuan beban
dapat dilakukan pada saat bar;mg atau jasa dimanfaatkan walaupun
kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari
saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum
dapat digkui sebagai Beban.| Pengeluaran kas tersebut dapat
diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset
Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuaﬁ beban pada periode| berjalan di Pemerinta Kota Ternate.

dilakukani bersamaan dengan |pengeluaran kas yaitu pada saat
diterbitkaninya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.
Sedangkani pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan

dilakukan benyesuaian.
|

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya
dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui
bersamaan, dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada

akhir periode akuntansi.
|

Beban dengan mekanisme UP/ GJ /TU akan diakui berdasarkan bukti

pengeluaran beban telah disahllcah oleh Pengguna Anggaran/pada saat

Pertanggunigjawaban (SPJ) ataull diakui bersamaan dengan pengeluaran

ntansi Beban
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31.

e. Beban Bunga diakui saat

f. Beban transfer diakui pada

kas dari bendahara pengélucltran dan dilakukan penyesuaian pada

akhir période akuntansi.

| i
Pada Isaat
penyesuaian terhadap pengakt

a. Beball'l Pegawali, diakui It

penyusunan ; i‘iporan

keuangan harus dilakukan
an beban, yaitu:

imbulnya kewajiban beban pegawai

berdasarkan dokuimen yéng sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31

Desember belum dibayar.!

b. Beban Barang dan Jasa, 1diakui pada saat timbulnya kewajiban atau

peralihan hak dari pihak.

ketiga yaitu ketika bukti penerimaan

. o . . . .
barang/jasa atau Berita /Acara Serah Terima ditandatangani tetapi

pada 31 Desember belum

masih terdapat barang |pe

dibayar. Dalam hal pada akhir tahun

rsediaan yang belum terpaka_i, maka

dicatat sebagai penguramgk beban.
|

. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/pericde
i _

akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang

sudah ditetapkan dengan
diterbitkan.

d. Beban Penyisihan Piutang

mengacu pada bukti memorial yang

diakui saat akhir takun/periode

=4

akuntansi berdasarkan I:’ersentase cadangan piutang yang sudah

ditetapkan dengan mengacu

pada bukti ' memorial yang diterbitkan.

bunga tersebut jatuh tempo untuk

dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban

1

bunga diakui sampai dengan|tanggal pelaporan walaupun saat jatuh

tempo melewati tanggal pelaporan.

daerah. Dalam hal pada’ ak
dana yang harus dibagihasill
diketa;hui daerah yang berha

saat timbulnya kewajiban pemerintah
hir periode akuntansi terdapat alokasi
can tetapi belum disalurkan dan sudah

k menerima, maka nilai tersebut dapat

diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi

sebelum pengeluaran kas.

‘4 PENGUKURAN

1 32. Beban diukur sesuai dengan
3 a. harga fperolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban
,i beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi

atau potensi jasa. Beban |diukur dengan menggunakan mata uang

rupiah.
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T e et i AT e

dijelaékan dalam Catatan

b. Beban Transfer
i c. Beban Non Operasional

d. Beba}n Luar Biasa

e ST T et

Operasional.

lain:

b. Pengakuan beban tahun

periode akuntansi/tahu?

antara pengakuan belanja.

/. PENYAJIAN DAN PENGUN GK".APAN

M

b. menaksir nilai wajar l:lgar' ng/jasa tersebut pada tanggal transaksi
\ 1

jil«:ai barang/jasa tersebut tidak diperoieh harga perolehannya.

33. Bebani disajikan dalam Lrl}por'an Operasional (LO). Rincian dari Beban

atas Laporan Keuangan (CalK) sesuai

denga;'l klasiinkasi ekonomi, yaitu:
a. Beban Operasi, yang terdir} dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan
Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan

Sosial, Beban Penyu’sutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan

Piutang, dan Beban laintlain

34. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan

Operasional dan disajikan sé'fudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non

J 35. Hal—hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara
5 . g

a Pengeluaran beban tahun berkenaan

berkenaan setelah tanggal berakhirnya

inggaran sebagai penjelasan perbedaan

c. Informasi lainnya yang dianﬁigap perlu.

HPijakan Akuntansi Beban
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. KEBIJAKAN A:KUNTANSI BELANJA

§ UMUM

Tujuan

Kebijaken akuntansi belanja mengatu
|
yang meliputi pengakuan, pengukl;lra

dalam penyusunan Laporan Keuan'gan

RuangLingkup

11

| Definisi Belanja

3.

r perlakuan akuntansi atas belanja

n, penyajian dan pengungkapannya

pemerintah daerah.

Kebijakan ini diterapkan dalam gkuntansi beban yang disusun dan

disajikan dengan menggunakan|akuntansi berbasis akrual.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas

pelaporan Pemerintah Kota Ternate, yang memperoleh anggaran

berdasarkan APBD, tidak termas

layanan umun.

Lk peruszhaan daerah dan badan

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

dan Bendahara Pengeluaran yang| mengurangi Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun angganan

diperoleh pembayarannya kemblali

bersangkutan yang tidak akan

bleh pemerintah.

Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA).

Belanja terdiri dari belarnja operasi, belanja modal, dan belanja tak

terduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluargm anggaran untuk kegiatan sehari-

hari yang mci:mberi manfaat jangka

pendek. Belanja operasi antara lain

meliputi belanja pegawai, belanja|barang dan jasa, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, dan'belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompgnsasi terhadap pegawai bajk dalam

bentuk uan;'g'atau barang, yang

harus dibayarkan kepada pejabat

negara, pegawai negeri sipil, qiah pegawai yang dipekeijakan oleh

pemerintah daerah yang belum| berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan|, kecuali pekerjaan yang berkaitan

! |
dengan pembentukan modal. !

“Mebijakan Akuntansi Belanja - Pemerintah Kota Temate
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1 8.

Belanja | barang dan jasa Adalah pengeluaran anggaran untuk

pengadas{m barang dan jasa 3Ifa_n|0 nilai manfaatnya kurang dari 12 {dua

belas) bulan dalam melaksanjfak ‘ program dan kegiatan pemerintahan.

!

|
Belanja Bunga merupakan

|

pen

geluaran anggaran untuk pembayaran

bunga (ihterest) yang dilakukan atas -kewajiban penggunaan pokok

atang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya

yang terkait dengan pinjaman

dan hibah yang diterima pemerintah

daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

10.

Belanja Subsidi merupakan

pe

ngeluaran atau alokasi anggaran yang

11.

13.

diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu

agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh

masyarakat.

Belania Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang,

barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya,

|

perusahaan daerah, masyarakat) dan organisasi kemasyarakatan, yang

bersifat tidak wajib dan tidak jmengikat.

. Belania Bantuan Sosial merupeokan pengeluaran anggaran dalam

bentuk uang atau barang ya‘.ng diberikan kepada individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakdt yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang |bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja DModal adalah pengelugran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang rEnérnberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi:. Belanja modal ml‘:libuti antara lain belanja modal untuk
perolehané tanah, gedung dan pangunan, peraiatan, dan aset tak

berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga
beli/bangunan aset ditambah sgluruh belanja yang terkait dengan

pengadaari / pembangunan aset s%mpai aset tersebut siap digunakan.

. Belanja Tak Terduga adalah péngeluaran anggaran untuk kegiatan

yang sifatpya tidak biasa dan |tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bgncana sosial, dan pengeluaran tidak

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan

kewenangan pemerintah daerah.

15. Belanja Transfer adalah béizla'nja berupa pengeluaran uang atau
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. PENGUKURAN

i
. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAIl‘I
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kewajiban untuk mengeluarkan

|
suatu entitas pelaporan lain

|
perundan!f—undangan. ;

uang dari entitas pelaporan kepada

yang diwajibkan oleh peraturan

16. Belanja daerah d1k1as1f1ka51kan menurut:

a. nlas1ﬁkaol organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan

organisasi atau Satuan Kerja

An ggarén

Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna

b. Klasifikasi ekonomi, yaitu) mengelompokkan belanja berdasarkan

jenis bélanja untuk melaksang

Belanja menurut klasifikasi

Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

17. Belanja diakui pada saat:

kan suatu aktivitas.

ekonomi secara terinci ada dalam

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
|

b. Khusus pengeluaran melalui b

terjadi pada saat pertangguﬁ

endahara pengeluaran pengakuannya

gijawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan

terbitnya SP2D GU atau SP2D

Nihil.

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu

pada peraturan perundanlga‘le yang mengatur mengenai badan
1

layanan umum.

18. Pengukuran belanja berdasarkan

dalam dokumen anggaran.

realisasi klasifikasi yang ditetapkan

| . .
19. Pengukuran belanja dilaksanakar berdasarkan azas bruto dan diukur

berdasarkan nilai nominal yang| dikeluarkan dan tercantum dalam

dokumen p?cngeluaran yang sah.
|

20. Belanja di:sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai

dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Belanja Operasi
b. Belanja|Modal
c. Belanja Tak Terduga
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21. Belanja Hisajikan dalam ma
|

.1

uang asing tersebut menggu

| :
tanggal transaksi.

22. Perlu diungkapkan juga

silang antar akun belanja

pcrlu.

ta

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

uang rupiah. Apabila pengeluaran kas

atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut
dijabarkan dan dinyatakan cialé.m mata uang rupiah. Penjabaran mata

nakan kurs tengah Bank Indonesia pada

mengenai pengeluaran belanja tahun
berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan

sebab- sebab tidak terserapnya anggaranl belanja daerah, referensi

maqdal dengan penambahan aset tetap,

penjelasan,f kejadian luar omsq

dan informasi lainnya yang dianggap
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A XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

{A. UMUM |

Tujuan : |
i | l

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi atas tnansfer dan informasi lainnya dalam rangka

memenuhi  tujuan akynﬁabilitas sebagaimana dirtetapkan oleh
peraturan perundang—un(!i gan.

2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan
pengungkapannya b

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan|dalam akuntansi transfer yang disusun dan

disajikan dengan menggupal an akuntansi berbasis akrual.
| ] R .
{ 4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan

|
pemerintah Kota Ternaté, yang memperoleh anggaran berdasarkan
|

APBD, tidak termasuk perius haan daeiah.

Definisi ‘.
5. Transfer adalah peaerimaan [atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
pelaporan dari/kepada ientita_s pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil

6. Transfer Masuk {LRA) adéla penerimaan uang dari entitas pelaporan

lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat
dan dana bagi hasil dari Pem rintah Provinsi

7. Transfer Keluar (LRA) adal pengeluaran dari entitas pelaporan ke

entitas pelaporan lain sepe-ti pengeluaran dana perimbangan oleh
pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah

8. Pendapatan Transfer (LO) |adalah pendapatan berupa penerimaan

uang atau hak untuk menil:ri a uang oleh entitas pelaporan dari suatu

entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan. ‘

9. Beban Transfer (LO) adalla beban berupa pengeluaran uang atau

kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada
|

suatu entitas pelaporan' lain yang diwajibkan oleh peraturan

t

perundang-undangan.
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ﬁ l'O.Translfer,diklasiﬁkasikan %menurut sumber dan entitas penerimanya,
; yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk
: pendapatan transfer de\nﬁ berdasarkan entitas pen.rima untuk
transfér/ beban transfer sesuai BAS.

11. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan

Akun §tandar

. PENGAKUAN
|
|

'
1
1

Transfer I{Aasuk dan Pendapatan Transfer

12. Untuk kependngan penyajlan transfer masuk pada Laporan Ré;alisasi

Anggaran pengakuan atas:|transfer masuk dilakukan padisi saat

transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

13. Untuk ;kepentingan pcnyajian;‘ pendapatan transfer pada dalam Lapcran

Operasional, pengakuan maging-masing jenis pendapatan tgyansfer
0 | .\ '
dilakukan pada saat: |

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earﬁed), atau
b. Pendapatan direalisasi yaiftu aliran masuk sumber daya ek'oriomi
(reali%zed) ’

14.PengakL!1an pendapatan trlcmsfer dilakukan bersamaan ciengan

penerimaan kas selama pe;riode berjalan. Sedangkan padai= saat

penyusﬁnan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui

sebelurri penerimaan 'kas apabila terdapat penetapari hak

pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Transfer Kgluar dan Beban Tran#fer

|

15. Untuk Ilkepentingan penyajian! transfer keluar pada Laporan Rea}lisasi
Anggaran, pengaxkuan atas ;}ransfer keluar dilakukan pada saat
terbitnya SP2D atas beban ang'garan transfer keluar.

16. Untuk klkepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan
Laporanl Operasional, pengaku'm beban fransfer pada periode bcfjalan
dilakukan bersamaan dengar pengeluaran kas yaitu pada{[ saat
d1terb1tkannya SP2D. Sedan}gkcm pengakuan beban transfer pada saat
penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan

dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah;yang
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bersalngkutan kepada pe%{ne intah daerah lainnya/desa.

1
1
i

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

17. Untulf kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Reah’sasi
Anggéran transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah
transfer yang masuk ke Rek ning Kas Umum Daerah.

18. Untuk kepentmgan penyus nan penyajlan pendapatan transfer pada
Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan ~ dicatat

berdasarkan hak atas penl-da atan transfer bagi pemerintah daefah.

|
Transfer 1Ke1uar dan Beban Transfer

19. Untuk" kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer
keluaﬁ diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas
beban anggaran transier keluar. ‘

20. Untukv kepentingan penyus'L nan Laporan Operasional, bcban transfer
diukur dan dicatat sebesar kewapban transfer pemerintah daerah yang
berbanc’kutau kepada pemernintah daerah lainnya/desa berdasarkan

dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

21.Transfe"lr . masuk dinilai |berdasarkan asas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan %br to, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelaf} dikompensasikan der} an pengeluaran).

a. Dalam hal terdapat pemotongen Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak

memenuhi  kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman

peme}intah daerah yang|tertunggak dan dikompensasikan sebagai
pembayaran hutang pqml rintah daerah, maka dalam laporan
realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan
pengéluaran pembiayaan;pe bayaran pinjaman pemerintah daerah.

Hal ini juga berlaku untul p nyajian dalam Laporan Operasionai.

Namun jika pemotongan!Dana Transfer misalnya DAU merupakan

bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat Kkepada

mmm AR AW
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pemerintah daerah tanpa dj
kewajlban pemerintah daerc
penglllrangan hak pemeri'nta

tahur:1 anggaran berjalan.

‘kelebihan penyaluran |Dal
sebelumnya, maka pemo toﬁ
pengurangan hak pemerinta

untuk jenis transfer yang|sar

iE. PENGUNGKAPAN

22.Pengungkapan atas transfer 1
Catataniatas Laporan Keuangeu
a. Penjelasan rincian atas angg

Laporan Realisasi Anggaran

tahun anggaran sebelumnya

b. Penjelasan atas penyebab ter

masuk dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan
Laporan Realisasi Anggaran

pada Laporan Operasional. :

atas Laporan Keuangan adalah

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional bese

anggaran sebelumnya.

keluar dengan realisasinya.

f Kebz_lakan Akuntans1 Transfer Pemermtah Kota Te

b. Dalam hal terdapat pemét

sertai dengan kompensasi pengurangan

h kepada pemerintah pusat maka atas

pemotongan DAU teyseaut diperizkukan  sebagai  koreksi

h daerah atas pendapatan transfer DAU

ongan Dana Transfer karena adanya
na Transfer pada tahun anggaran
gan dana transfer diperlakukan sebagai
h daerah pada tahun anggaran berjalan

na.

nasuk dan pendapatan transfer dalam
n adalah sebagai berikut :
aran dan realisasi transfer masuk pada

dan realisasi pendapatan transfer pada

Laporan Operasional besenta perbandingannya dengan realisasi

jadinya selisih antara anggaran transfer

nilai realisasi transfer masuk dalam

dengan realisasi pendapatan transfer

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

23. Pengungkapan atas transfer Keluar dan beban transfer dalam Catatan

sebagai berikut :

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada

rincian realisasi beban transfer pada

rta perbandingannya dengan tahun

b. Penjeliasan atas penyebab teirjadinya selisih antara anggaran transfer

A O R TP R RIS
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c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam

| S ' o
Laporani Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada
|- .

Laporan:f Operasional.

d. Informasfi lainnya yang dianggap perlu.

1
i
'

.
i
.
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ﬂxm KEBIGAKAN AKUNTANSI
E DILANJUTKAN

UMUM

Tujuan |

1. Tujuan ikebijakan ini adajaﬁ
koreksi kesalahan, perubahan k

E Ruang Lingfkup

2. Dalam menyusun dan menyaj
menerapkan kebijakan ini |un

operasi yang tidak dilanjutkan.;

menyusun laporan keuangan Pe

] ]
Definisi 1 |
|

konvensi, aturan-aturan, dan 'p

keuangan. I
5. Kesalahan adalah penyajian po<

; tersaji dalam laporan keuanga,
4 seharusnya. ‘
i 7. Operasi yang tidak dllanmtkar

perubahan kebijakan akuntansi,

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
i PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK

mengatur perlakuan akuntansi atas
ebijakan akuntansi, perubahan estimasi

akuntansi, dan operasi yang|tidak dilanjutkan.

ikan laporan keuangan suatu entiias
tuk melaporkan pengaruh kesalahan,
perubahan estimasi akuntansi, dan

3. Pernyataan kebijakan ini pberlaku untuk entitas pelaporan_dalam

merintah Kota Ternate.

.y | . . . . . ' ! .
4. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

raktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

-pos yang secara signifikan tidak sesuai

dengan yang seharusnya yan!g mempengaruhi laporan keuangan periode
berjalan atau periode sebelumnya.
6. Koreksi adalah tindakan pemEetulan akuntansi agar pos-pos vang

entitas menjadi sesuai dengan yang

1 adalah penghentian suatu misi atau

tupoksi ‘tertentu akibat pelep:
program, atau kegiatan, sehing
dihentikdn tanpa mengganggu fu
8. Perubahan estimasi adalah [rev
yang mendasari estimasi terseb\
pertambtahan pengalaman dala
lain. ' | |

asan  atau penghentian suatu fungsi,
ga aset, kewajiban, dan operasi dapat
ingsi, program atau kegiatan yang lain.
isi estimasi karena perubahan kondisi
1t, atau karena terdapat informasi baru,
m mengestimasi, atau perkembangan

9. Penvajian Kembali (restateme'r.t) adalah perlakuan akuntansi yang

10. Laporan ' keuangan dianggap
ditetapkan dengan peraturanida

KOREKSI KESALAHAN }

ot s s ps

11. Kesalahan dalam penyusunan

berjalan.. Kesalahan mungkm
penyampalan bukti transak51

L O KO O LD I P A G OISO

dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian
kembali pada awal periode peme rintah daerah untuk pertama kali akan
mengimplementasikan kebljakar akuntansi yang baru.

sudah diterbitkan apabila sudah
cerah.

laporan keuangan pada satu ‘atau

beberapaI periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode

timbul dari adanya keterlambatan
anggatan oleh pengguna anggaran,

kesalahanh perhitungan 111at¢1natis, kesalahan dalam penerapan

I B O O D0 O ARG O O AR N P OB OMOT OB SOOI RO
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20.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

i 18.

19.

Kebijakan Akuntasi Koreksz Kesalahan Pemermtah

|
i
1
1

kebij akaln akuntansi,
kelalaian.

Dalam |situasi .
signifikan bagi satv atau lebﬂa

tertentu, :sucﬁtu

kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau

kesalahan mempunyai pengaruh
laporan keuangan periode sebelumnya

sehmgga laporan-laporan keucmgan tersebut tidak dapat diandalkan

lagi. t

| 4
Kesalahan ditinjau dari 51fat k(ij
jenis: |

a. Kesalghan yang tidak berullan g;

b. Kesalahan yang berulang dan

adiannya dikelompokkan dalam 2 (dua)

sistemik;

Kesalahan yang tidak berulahg adalah kesalahan yang diharapkan tidak
akan terjadi kembali yang dlkelc mpokkan dalam 2 {(dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berudang yang terjadi pada periode berjalan;

b. Kesalahan yang tidak beru[lang yang terjadi pada periode sebeiumnya;

|

Kesalahan yang buulanga dan sistemik adalah kesalahan yang

disebabkan oleh sifat

alarmah

(normal) dari jenis-jenis transaksi

tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah
penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga
perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sis
melamkan dicatat pada saat
menoembahkan kelebihan -

termik tidal:

memerlukan koreksi,
terjadi .pengeluaran kas  untuk
pendapatan dengan mengurangi

pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

J

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak

berulang yang terjadi pada periode

berjalan, baik yang mempencrfiruhi posisi kas maupun yang tidak,

dilakukan dengan pembetullan

periode berjalan. ;

Koreksi kesalahan yang tldak

pada akun yang bersangkutan dalam

berulang yang terjadi pada periode

berjalan, baik yang mempenmruhi posisi kas maupun yang tidak,

dilakukan dengan pembetulén

periode berjalan, baik pada aku
maupun akun pendapatan- L(D af

Koreksi kesalahan yang tldak
periode sebelumnya dan mem;

keuangan periode tersebut b?‘um diterbitkan,
pembetulan pada akun yanF

pendapatan- LRA atau akun b
atau akun beban. .

Koreksi kesalahan atas pengelfl
penerimaan kembali belanja] e
periode-periode sebelumnya d

keuangan periode tersebut: sudah diterbitkan,

pembetulan pada akun pen

pada alkkun yang bersangkutan dalam
n pendapatan-LRA atau akun bdelanja,
au akun beban.

berulang yang terjadi pada periode-
engaruhi posisi kas, apabila laporan
dilakukan dengan

bersangkutan, baik pada akun
elanja, maupun akun pendapatan-LO

aran belanja (schingga mengakibatkan
ing tidak berulang yang terjadi pada
menambah posisi kas, apabila laporan
dilakukan dengan

dapatan lain-lain-LRA. Dalam hal

mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada

akun Sald‘o Anggaran Lebih. |

Contoh ereksi kesalahan belanja :

a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh

koreksi kesalahan belanja

yang - menambah saldo kas yaitu

pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah
gaji dikoreksi menambah saldo l’as dan pendapatan lain-lain.




b. yang ' ‘menambah

saldo

kas terkait belanja modal yang

menghasilkan aset, yaitu Jbelanja modal yang di-mark-up dan

setelah dilakukan .pemeriks
harus‘ dikembalikan, dikg
menambah akun pendapatan

aan kelebihan belanja tersebut
reksi dengan menambah saldo kas dan
lain-lain-LRA.

C. yang mengurangx saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai

tahun; lalu  yang belum

mengurangi akun vSaldo

kas. ~
d. yang mengurangi saldo

dilaporkan, dikoreksi  dengan

Anggaran Lebih dan mengurangi saldo

kas terkait Dbelanja ‘modal yang

menghasilkan aset, ya1tu‘ belanja modal tahun lalu yang belum

dicatat, dikoreksi dengan me
dan mengurangi saldo kas

21. Koreksi kesalahan atas perolehan aset

berulang terjadi pad
. menambah maupun
keuangan periode tersebut
dengan pembetulan pada akut
bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk

a. yang menambah saldo ka!s t

yang

ngurangi akun Saldo Anggaran Lebih

selain kas yang tidak
periode-periode  sebelumnya dan
engurangi posisi kas, apabila laporan
sudah diterbitkan, dilakukan

kas dan akun aset

perolehan aset selain kas:

erkail perolehan asct selain kas yaitu

pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan

pemeriksaan kelebihan mla1

asset tersebut harus dikembalikan,

dikoreksi® dengan menémbah saldo kas dan mengurangi akun

terkait dalam pos aset tetap
b. yang mengurangi saldo Kas
pengadaan aset tetap tahu
dengan
mengurangi saldo kas. |

22. Koreksi kesalahan atas

menambah akun | terkait dalam pos aset

Beban yang

erkait perolehan aset selain kas yaitu
lalu belum dilaporkan, dikoreksi
tetap dan

tidak berulang, sehingga

mengakibatkan pengurangan‘be an, yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi

secara material posisi aset selain
tersebut sudah diterbitkan, dila
pendapatan lain-lain-LO. Dalam

kas, apabila laporan keuangan periode
kukan dengan pembetulan pada akun
hal mengakibatkan penambahan beban

dilakkukan dengan pembetulan pdda akun ekuitas.
|

Contoh koreksi kesalahan beban|:

a. yang menambah saldo I%as

tahun lalu 1
dengan menambah saldo 1,<a's
LO. I

b. yang mengurangi saldo kas y

karena salah  penghitungan jumlah gaji,

yaitu pengembaliann beban pegawai
dikoreksi

dan menambah pendapatan lain-lain-

aitu terdapat transaksi beban pegawai

tahun lalu yang belum dlla; orkan, dikoreksi dengan mengurangi
akun beban lain-lain-LO délm\mengurangi saldo kas.

23. Koreksi
berulang yang terjadi pada perio
maupun mengurangi posisi kas

kesalahan atas pefnérim'aan pendapatan-LRA yang

tidak
le-periode sebelumnya dan menambah
5, apabila laporan keuangan periode

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun
kas dan akun Saldo Anggaran|Lebih,

Contoh korek31 kesalahan Penda\iatan LRA :

a. yang menambah saldo ka
perusahaan yang belum ma

' Kebijakan Akuntasi Korekm Kesalahan ~ Pemermtah

yaitu penyetoran bagian laba
uk ke kas daerah d1korek31 denoan
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| |

| menambah akun kas|dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

|i yang mengurangi |sal o kas yaitu pengembalian pendapatan dana
i alokasi umum karena kelebihan transfer -oleh Pemerintah Pusat,
. dikoreksi oleh: -

1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi aku
Saldo Anggaran\Le ih dan mengurangi saldo kas.
2) pemerintah pusat| dengan menambiiii akun saldo kas da
| menambah Saldo nggaran Lebih.

24. Koreksi kesalahan ataé p nerimaan pendap: in-LO yang tldak berulang

yang terjadi pada perilod -periode sebelum:ivii dan menambah maupuP
mengurangi posisi kas, |apabila laporan muancan periode tersebut
sudah diterbitkan, dllak kan dengan pemiswiulan pada akun kas da
akun ekuitas.
{Zontoh koreksi kesalar!lan pendapatan-LQ: _

(V'um menambah sal ¢ kas yaitu join etoran bagian . lab

‘menambah akun lxdlb dan menambah «icun ekuitas.

b. yaug mengurangi s'ald kas yaitu pengembalian pendapatan dana
dlokasi umwm kareng kelebihan transfer oleli Pemerintah Pusa
likoreksi oleh:
1} pemerintah yang enerima transfer dengan mengurangi akun

Ekuitas dan mengu angi saldo kas.
2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan
" menambah Ekuitas.

pevusahaan yang beldm masuk ke kus dacrah dikoreksi dengalx

L

25. Koreksi kesufaihuan atas p nerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang
tidak berulsiiy, yang fterjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun men urangi posisi kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut sud:ah |diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun SalQo nggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan' terkait penerimaan pembiayaan:

kas yaitu Pemerintah Daerah menerima

| L o
setoran kekurangan embayaran cicilan pokok pinjarhan tahun
lalu dari pihak ketlga dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan
menambah saldo | kas dan menambah akun Saldo: Anggaran
Lebih. ', :

b. yang mengurangi saldg kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu
pemerintah pusat m'en‘l embalikan kelebihan setoran cicilan pokok
pinjaman tahun lam dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

a. yang menambah sald

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a. yémcJr menambah saldo| kas yaitu kelebihan pembayaran suatu

angsuran utang _)ar‘xgk panjang sehingga terdapat
pengembalian pe geluaran angsuran, dikoreksi dengan
menambah saldo kas|dan menambah akun Saldo Anggaran

Lebih.
b. yang mengurangi sa\ldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
© anmgsuran utang tahun lkalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan
m‘engura.ng1 saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

26. Koreksi kesalahan yang t1d‘
terjadl pada perlode perlo

k berulang atas pencatatan kewajiban yang
de sebelumnya dan menambah ~maupun




o

B

27.
koreksi kesalahan.
28. ‘
|
kesalahan.
29.
ditemukannya kesalahan.
Koreksi . yang  dilakukan
dilakukan koreksi
30.
pada aktivitas yang bersangkuta}l.
31.

sudah ditérbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan
akun kewajlban bersangkutan

Contoh koreks1 kesalahan terkalt pencatatan kéwajiban'

1. yang rnenambah saldo kas yaltu adanya penerimaan las karena
d1kembahkannya kelebxhan pembayaran angsuran suatu
kewaijan dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah
akun kewajiban terkait. ‘

b.yang rﬁenourangl saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
angsuran kewajiban yang iseﬂarusnya dibayarkan tahun lalu
dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan menouranm
saldo kas. ’

Koreksi kesalahan sebagalmana dimaksud pada paragraf 19, 20, 21
dan 23 tersebut di atas tld?llk berpengaruh terhadap pagu anggaran
atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 22,
dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban
entitas  yang bersangkutan dalam . periode dilakukannya ~koreksi

Koreksi kesalahan yang tidflk berulang yang terjadi pada periode-
periode sébelumnya dan tldak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum
maupun setelah laporan keuangan periode tersebut -diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan |pos-pos neraca terkait pada periode

Contohnya adalah penge]uarz‘m untuk pembelian peralatan dan mesin
(keloinpok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan.
. thanyalah pada  Neraca  dengan
mengurangi akun jalan, irigasi,] dan jaringan dan menambah akun
peralatan dan mesin. Pada |Laporan Realisasi Anggaran tidak perlhi

Koreksi kesalahan yang berhubyngan dengan periode-periode yang lalu
terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

32.

33.

34.

Para pengguna perlu memban ingkan laporan keuangan dari suatu
entitas pelaporan dari waktu} ke| waktu untuk mengetahui trend posisi
keuangan, kinerja, dan arus kag. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi

yang digunakan dilerapkan sJecT'a konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakhan, pengakuan, atau pengukuran
akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria
kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan
kebijakan akuntansi. :

Suatu perubahan kebijakan dkuntansi  dilakukan hanya apabila
penerapan suatu kebijakan :akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh

peraturan perundangan atau k
berlaku, iatau apabila dlperklr
menghasﬂkan 1nforma81 menge

Kebijakan Akuntasi Korek,SI Kesalahan - Pemennta

bijakart akuntansi pemerintahan yang
kan bahwa perubahan tersebut akan
aJ p05131keuangan kmerja keuangan,
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A

atau arus| kas yang lebih relev

laporan keuangan entitas.

an dan lebih andal dalam penyajian

35. Perubahan\ kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai

berikut:

a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang
secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;

dan ‘
b. adopsi |suatu kebijakan

tran sakisi yang sebelumnya |tid

akuntansi baru untuk kejadian atau

bk ada atau yang tidak material.

36. Timbulnyal suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu

perubahan kebijakan akuntansi.'

Namun demikian, perubahan tersebut

harus sesuai dengan standar aku ntansi terkait yang telah menerapkan
persyaratan-persyaratan seh dbungan dengan revaluasi.

i

37. Perubahan kebijakan akuntan

si harus disajikan pada Laporan

Perubahan Ekuitas dan dlungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. |

38. Dalam rangka implementasi pclrtama kali kebijakan akuntansi yang

baru dari semula basis Kas Menu;}

dilakukan 1‘

a. Penyajian Kembali (restateme

u Akrual menjadi basis Akrual penuh,

1) atas pos-pos dalam Neraca yang

perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.

b. Agar Laporan Keuanganl
dilakukan penyesuaian peny

lisajikan  secara komparatif perlu
ajlan LRA tahun sebelumnya sesuai

k1a31f1ka51 akun pada l«:ebuc—'lkan akuntansi yang baru.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTAI"ISI

39. Agar menjqperoleh Laporan Kewangan yang andal, maka estimasi

. akuntansi®  perlu disesuaika

penggunaan, tujuan penggunaa
yang berubah. '

40. Pengaruh latau dampak perubah
Laporan Operasional pada pe‘rioc
sesuai sifat perubahan. Sebagai
manfaat aset tetap bcrpengaru

n antara  lain dengan pola
n aset dan kondisi lingkungan entitas

an estimasi akuntansi disajikan pada
le perubahan dan periode selanjutnya
contoh, perubahan estimasi masa
h pada LO tahun perubahan dan

tahun- tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

41. Pengaruh ' perubahan terhadap

LO periode berjalan dan yang akan

datang diungkapkan dalam Catcﬁtan atas Laporan Keuangan. Apabila

tidak memungkinkan, har

S diungkapkan alasan tidak

mengungkapkan pengaruh peli‘ub han itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUT

N

42. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan

oleh peraturan maka suatlu
atau kantor terkait pada tugas po

43. Informasi
misalnya
dihentikan,

penting dalam ' og
hakikat operasi,
tanggal efelctif

pendapatén dan beban tahun

operasi, kegiatan, program, proyek,
kok tersebut dihentikan.

erasi yang tidak dilanjutkan --
kegiatan, program, proyek yang
penghentian, cara penghentian,
berjalan sampai tanggal penghentian

EXOTEWDE DS APROLA
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44,

45.

46.

PERISTIWA LUAR BIASA |
47.

48.

49.

50.

apabila ciilnunOKin1<an dampak sosial atau dampak pelayanan,
penoeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila
ada -- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen
yang dih?n_tikan itu harus| dilaporkan dalam Laporan Keuangan
walaupun, berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian,
operasi yang dihentikan tampak ada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operd51 yang dihentikan pada suatu tahun
berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah
operasi itu berjalan sampai| akhir tahun Laporan Keuangan. Pada
umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal
penghentian bertahap atau sek ligus, resolusi masalah legal, lelang,
penjualan, hibah dan lain-lain.
Bukan merupakan penghentiaﬁn operasi apabila :

a. Penghentian suatu program, kegiatan, provek, segmen
secara evolusioner/alamiah. | Hal. ini dapat diakibatkan oleh
demand (permintaan publik |yang dilayani) yang terus- merosot,
pergantian kebutuhan lain. !

b. Fungsi tersebut tetap ada. !

c. Beberapa jenis subkegiatan '¢dalam suatu fungsi pokck dihapus,
selebihnya berjalan sepertii biﬁs&. Relokasi suatu program, proyek,
kegiatan ke wilayah lain. |

d.Menutup suatu fasilitas yax'fxg ber-utilisasi amat rendah, menghemat
biaya, menjual sarana operasitanpa mengganggu operasi tersebut.

i
I
'

Peristiwa luar biasa menggar’nbarkan suatu kejadian atau transalksi
yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam ektivitas biasa
entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam
atau sosial yang terjadi berula g. Dengan demikian, yang termasuk
dalam peristiwa luar biasa han alah peristiwa-peristiwa yang belum
pernah atau jarang terjadi sebglu nya. -

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah
kejadian yvang sukar dlantisxpém an oleh karena itu tidak dicerminkan
di dalam anggaran. Suatu kejad1 r atau transaksi yang berada di luar
kendali atau pengaruh entxtas merupakan peristiwa luar biasa bagi
suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapl peristiwa yang
sama tidak tergolong luar| biasa untuk entitas atau tingkatan
pemer*ntah yang lain. V

Dampak yang signifikan terhalxda realisasi anggaran karena peristiwa
luar biasa - terpenuhi apabila |kejadian dimaksud sécara tunggal
menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga
atau dana darurat sehingga |memerlukan perubahan/pergeseran
anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terdug!a tau anggaran belanja lain-lain yang
ditujukan ' untuk keperluan !d' urat biasanya ditetapkan besarnya
berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang
bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran
berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang
menyebabkan penyerapan dan dari mata anggaran ini, peristiwa

tersebut tldak dengan sendlryya termasuk pe11st1wa luar b1asa
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i
|
terutama bila peristiwa tersebut|tidak sampai menyerap porsi yang

signifikan ciari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut
secara tunggal menyerap 50%,(lima puluh persen) atau lebih anggaran
tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa
luar biasa.;Sebagai petunjuk, akipat penyerapan dana yang besar itu,
entitas memerlukan perubahan| atau penggeseran anggaran guna
rnembxaveuI peristiwa luar biasa |dimaksud atau peristiwa lain yang
seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau
anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi
dimaksud menyebabkan perubahm yang mendasar dalam keberadaan
atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau
posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaru:h yang diakibatkan cleh peristiwa luar
piasa  diungkapkan secara (terpisah dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. |

|
|

|
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XIV. KEBIJAKAN AKUNTAN SI DANA CADANGAN

A. UMUM

i
i
!
1

!
Tujuan i

1. Kebijakan akuntansi dana ‘cadangan mengatur perlakuan akuntansi

atas dan&»a cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian

dan pe!;ngungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan

pemerintah daerah

|
RuangLingkup

2. Kebjj akan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan

disajikan dcngan menggunakan|akyntansi berbasis akrual.

3. Pernyataan kebijakan ini f;)erla.ku untuk entitas akuntansi/pelaporén

pemen’ntrfih Kota Ternate, yang x!ncmperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak

termasuk perusahaan daerah '

|

Definisi

4. Dana Cédangan adalah da;mé

kebutuhan yang memerlukan
dipenuhi dalam satu tahun angg
Dana cadangén dibukukan dala:
cadangan pemerintah daerah I}
Daerah (BUD).

1
S. Pengelolaan Dana Cadangans
§

. o
sebelum digunakan sesuai den

yang disisihkan untuk menambung
dana relatif besar yang tidak dapat
aran.

m rekening tersendiri atas nama dana

rang dikelola oleh Bendahara Umum

idalah penempatan Dana Cadangan

gan peruntukannya, dalam portofolio

vang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut

antara lain Deposito,

Perbendaharaan Negara (SPN), )

|

Sertifikat

Bank Indonesia (SBI), Surat

Surat Utang Negara (SUN), dan surat

berharga iaillnya yang dijamin pemerintah.

6. Pembentukan Dana Cadanganzdalah pengeluaran pembiayaan dalam

; -
‘rangka rn:engisi dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan berarti

pemindahsan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

7. Pencairan Dana Cadanganad‘alahpenerimaan pembiayaan yang berasal

dari penggunaan dana cadanga

dana cadangan berarti pemin

1 untuk membiayai belanja. Pencairan

dahan akun Dana Cadangan, yang

kemungkinan dalam bentuk delposito, menjadi bentuk kas yang dapat

dipergunakan untuk pembiayéah kegiatan yang telah direncanakan.

8. Dana Cadangan diklasifikasikan
|

berdasarkan tujuan peruntukkannya,

misalnya | pembangunan rumal sakit, pasar induk atau gedung

olahraga. |

|




¢

|

B. PENGAKUAN P |

9. Pembentukan dan peruntukan 'suatu Dana Cadangan harus didasarkan

padé peraturan daerah tentangj pepbentukan’ Dana Cadangan tersebut.
|
sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan

yang lain | "

10. Dana Cadangan diakui pada saa1f terbit SP2D-LS Pembentukan Dana
i v

Cadangan.

11. Pencairan | Dana Cadangan | mengurangi Dana Cadangan yang

persangkiitan.

12. Pencairan Ibana Cadangan diaku{ pada saat terbit dokumen pemindﬁh—
bukuan at:im yang sejenisnyae‘itais Dana Cadangan, yang dikeluarkan
oleh BUD a?tau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

13. Hasil-hasil' yang diperoleh éia'rl pengelolaan Dana Cadangan di

Lo

pemerintah daerah merupakan{péﬂuambah Dana Cadangan.
| |
| |
‘ [
C. PENGUKURAN [
14. Dana Cadangan diukur sesuai .dengan nilai nominal dari Kas yang
diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
15. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur

|
sebesar nilainominal yang diterimz

|t

|
]
l
|
D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPA;N :

16. Dana Cadangan disajikan dalarjn Neraca pada kelompok Aset Nonlanéar.

17. Dana Cadaljngan disajikan deng:an nilai Rupiah. , -

18. Dalam hal iDana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan
maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

i9. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CalK), sekurang-kurangnya mleliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Peraturan daerah pembentuk;n [Dana Cadangan;

b. Tyjuan ﬁembentukan Dana Cadangan;

c. Progra_rn’ dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
‘ |
d. Besaran dan rincian tahuna1|1 Dana Cadangan yang harus dianggarkan

dan ditransfer ke rekening Daljda,- Cadangan;

e. Sumber|Dana Cadangan; dan
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1 .
f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

| : .
20. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang

Sah sebagai Pendapatan LO.

21. Pencairan darl1a cadangan d1sa311Tan dalam LRA sebagai penenmaan

pembiayaan. Pembentukan dana cad gan disajikan dalam LRA sebagalj
Pengeluaran pemblayaan.

22 Pencairan dana cadangan disajikam di Laporan Arus Kas dalam'
kelompok arus‘imasuk kas dari aktivit s investasi.

23. Pembentukan dana cadangan dlsayl« can di Laporan Arus Kas dalam

kelompok arus: kas keluar dari aktivitds investasi.
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